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KATA PENGANTAR 

 
 

Assalammualaikum Wr .Wb, Salam sejahtera bagi kita semua. 

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur yang amat dalam  kepada Allah SWT, 

Penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 

LXIV Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tahun 2022 

telah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan Lemhannas RI,  sebuah Kertas 

Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: 

 

“ANTISIPASI DISHARMONISASI ANTARA MASYARAKAT ASLI 

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DAN KUTAI 

KARTANEGARA KALIMANTAN TIMUR DENGAN WARGA 

PENDATANG IKN NUSANTARA UNTUK MENJAGA PERSATUAN 

DAN KESATUAN BANGSA” 

 

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur 

Lemhannas RI Nomor 73 Tahun 2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Pengangkatan 

Tutor Pembimbing Peserta Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) LXIV 

Tahun 2022 Lemhannas RI dan Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan 

Judul Taskap Peserta PPRA LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI. 

Atas selesainya penulisan Taskap ini, perkenankanlah penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada Bapak Deputy IV Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu 

Kota (DKI ) Jakarta yang kini menjadi Tenaga Profesional Lemhannas RI Bapak Dr 

Dadang Solihin, Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Prof Dr Ir 

Kemas Ridwan Kurniawan, Gubernur Lemhannas RI Bapak Andi Widjajanto serta. 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta yang telah 

memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV 

di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada 

Tutor Pendamping  yakni Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) Harizon MM dan Tim 

Penguji Taskap yang diketuai oleh Bapak Marsekal Muda TNI Anang Nurhadi S., S.E., 

M.M. serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini 

terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI. 

 Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada isteri tercinta Yesi Andriani 

Saad SE. dan dua putri tersayang, Raissa Zhafira Sulaeman dan Kayyisah Zhufaira  

 

 



 

 

Sulaeman, yang sedikit banyak telah ikut membantu memberikan semangat dan 

motivasi sehingga Taskap ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa saya juga 

mengucapkan terima dan penghargaan yang. tinggi kepada  kawan kawan peserta 

Pendidikan Kepemimpinan Strategis Tingkat Nasional/ Program Pendidikan Regular 

Angkatan (PPRA ) LXIV Lemhannas RI yang satu sama lain saling mendukung dan 

menguatkan serta memberikan semangat untuk sama sama menyelesaikan PPRA 

LXIV dengan baik dan penuh semangat. 

 Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh tenaga pengajar, 

tenaga pengkaji, tenaga professional, Wakil Gubernur dan Sestama, para deputy dan 

direktur beserta seluruh staf di lingkungan Lemhannas RI yang telah mendukung dan 

memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga kegiatan PPRA LXIV dapat 

berlangsung dengan baik dan penuh makna. 

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari sempurna alias 

masih banyak kekurangan kekurangannya, oleh karena itu dengan segala 

kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik serta masukan dari para pembaca 

Taskap ini,  untuk perbaikan penulisan karya ilmiah dan akademis di masa depan. 

Besar harapan saya sebagai penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai 

sumbangan pemikiran dan akademis kepada Lemhannas RI, Pemerintah Pusat dan 

Otorita IKN Nusantara terutama dalam mewujudukan dan merealisasikan IKN 

Nusantara yang baru,  serta siapa saja yang membutuhkannya. 

 

Wassalamualaikum Wr Wb. 

 

 

     Jakarta, 12 Oktober 2022 

                    Penulis 

 

        

 Dr. (C) Eman Sulaeman Nasim. S.Sos. MH. MI       
    Sekretaris Komisi I Dewan Riset DKI Jakarta
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1. Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Dr ( C ) Eman Sulaeman Nasim. S.Sos. MH. MIPR  

Pangkat : - 

Jabatan  : Sekretaris Komisi I (Satu)  

Instansi  : Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta  

Alamat : Jln. Teratai II Blok A No. 23 Tanjung Barat Indah. Kel. Tanjung 

Barat. Kec,. Jaga Karsa. Jakarta Selatan  

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)  LXIV tahun 2022 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 

a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli. 

b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak 

asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan. 

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya. 
 
 

 
Jakarta,  12 Oktober 2022 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang hingga tahun 2022 masih 

menyandang status ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia, merupakan salah satu 

daerah terpadat di tanah air.  Wilayah daratannya termasuk Kabupaten Kepulauan 

Seribu  seluas 7.660 km².  Sementara lautan yang masuk ke dalam wilayah DKI 

Jakarta  seluas 6.998 km². Hingga tahun 2020 DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk  

sebanyak 10,56 juta jiwa. Sedangkan di waktu siang ditempati  sekiar 12 juta  jiwa. 

1,5 juta orang tinggal dan menetap di wilayah Bogor Depok Tangerang Bekasi 

(Bodetabek) serta daerah lainnya yang mencari napkah atau menjalankan aktifitas 

ekonominya di wilayah DKI Jakarta.    

 

Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan Badan Pusat 

Statistik (BPS) dalam  jangka  waktu  sepuluh  tahun  sejak  tahun  2010 

jumlah penduduk DKI  Jakarta  meningkat  sekitar  954  ribu  jiwa,  atau  rata-

rata  sebanyak  88  ribu  jiwa  setiap tahun. Sementara Pertumbuhan penduduk DKI 

Jakarta  sebesar 0,92 persen per tahun. Dengan pertumbuhan penduduk sebesar itu, 

tingkat kepadatan penduduk Jakarta saat ini telah mencapai 15,91 ribu jiwa/ km2. 

Kondisi ini menempatkan Jakarta  pada tahun 2013 menduduki peringkat ke-10 kota 

terpadat di dunia. Lalu pada tahun 2017 masuk peringkat ke-9 kota terpadat di dunia 

1.  

Di sisi lain, Provinsi DKI Jakarta berada di Pulau Jawa. Berdasarkan hasil 

Survei Penduduk Antar Sensus (SIPAS) tahun 2015 sebesar 56,56 persen penduduk 

Indonesia atau 150,18 juta jiwa terkonsentrasi di pulau Jawa. Sementara di pulau 

lainnya, persentase penduduk Indonesia kurang dari 10 persen. Kecuali pulau 

Sumatera, yakni sebesar 22,1 persen atau 58,45 juta jiwa. Di Kalimantan, persentase 

penduduk Indonesia hanya 6,1 persen atau 16,23 juta jiwa. Di Sulawesi, persentase 

 
1 https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/541/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-provinsi-dki-jakarta-
sebesar-10-56-juta-jiwa.html.Dilihat diunduh  pada 3 Maret 2022 pukul 15:15 

https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/541/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-provinsi-dki-jakarta-sebesar-10-56-juta-jiwa.html.Dilihat
https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/541/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-provinsi-dki-jakarta-sebesar-10-56-juta-jiwa.html.Dilihat


                                                                                  
 

 
 

penduduk Indonesia sebesar 7,4 persen atau 19,56 juta jiwa. Lalu di Bali dan Nusa 

Tenggara, penduduknya sebanyak 14,90 juta jiwa atau 5,6 persennya penduduk 

Indonesia. Sementara di Maluku dan Papua memiliki persentase paling kecil, yakni 

2,8 persen atau7,32 juta jiwa. Dengan demikian dapat dikatakan beban Jakarta dan 

pulau Jawa sudah terlalu berat2 

 

Meningkatnya beban Jakarta berdampak pada penurunan daya dukung 

lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal itu seperti rawan banjir, tanah turun 

dan muka air laut naik, kualitas air sungai tercemar berat. Sekitar 50 persen wilayah 

Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan (ideal kota besar 

minimum 50 tahunan).  

 

Selain itu, kontribusi ekonomi DKI Jakarta pda khususnya dan pulau Jawa pada 

umumnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto 

(PDB) sangat mendominasi. Sementara pulau lainnya masih  jauh tertinggal. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, kontribusi ekonomi terhadap 

PDB di pulau Jawa sebesar 59 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi di pulau 

Jawa sebesar 5,52 persen. Di Sumatera, kontribusi ekonominya sebesar 21,31 

persen. Adapun di Kalimantan, kontribusi ekonominya sebesar 8,05 persen dengan 

pertumbuhan ekonomi 4,99 persen. Adapun di Sulawesi, kontribusinya 6,33 persen 

dengan perrumbuhan ekonomi 6,65 persen. Lalu di Bali dan Nusa Tenggara, 

kontribusinya 3,06 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 persen. 

Kemudian di Maluku dan Papua, berkontribusi sebesar 2,24 persen dengan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40 persen. 

 

Berdasarkan situasi dan kondisi seperti tersebut di atas,  Presiden Joko Widodo 

pada tanggal 29 April mengumumkan kebijakan fenomenalnya, memindahkan  Ibu 

Kota Negara dari Jakarta ke luar Jawa. Pada 26 Agustus, diumumkan nama Ibu Kota 

negara dan bakal lokasinya. Yakni Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berlokasi 

di dua kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupatan Kutai 

Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.   Keputusan tersebut saat ini telah 

 
2 https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/18544621/wacana-pemindahan-ibu-kota-pada-era-
soekarno-dan-sebelumnya. Diunduh  4 Maret 2022 Pukul 15:30 
 

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/18544621/wacana-pemindahan-ibu-kota-pada-era-soekarno-dan-sebelumnya
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/18544621/wacana-pemindahan-ibu-kota-pada-era-soekarno-dan-sebelumnya


                                                                                  
 

 
 

mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR 

RI) dan dilegalkan dalam Undang-undang  No. 3 Tahun  2022  (UU No 3/2022). 

Kebijakan ini   ini diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan 

dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan 

Timur Indonesia.  

 

Berkaca pada pengalaman negara negara tetangga seperti Myanmar atau 

Pakistan, biasanya pemindahan ibu kota negara, bukan hanya memindahkan 

lembaga-lembaga pemerintah dan anggota masyarakat yang berprofesi sebagai 

aparatur sipil negara/pegawai negeri sipil (ASN/ IKN), anggota TNI/Polri beserta 

anggota keluarganya dari IKN   yang lama ke IKN  yang baru. Pemindahan maupun 

pembangunan IKN Baru, biasanya diikuti dengan pembangunan berbagai macam 

sarana dan fasilitas pendukung yang tidak dimiliki atau tidak dikelola pemerintah. 

Melainkan dikelola pihak ketiga. Seperti hotel, rumah sakit pemerintah dan rumah 

sakit swasta, gedung pertemuan, restaurant dan sarana bisnis lainnya. Tidak 

ketinggalan sarana/ tempat hiburan dan rekreasi. Keberadaan sarana bisnis 

penunjang kelengkapan pusat pemerintahan tersebut biasanya membutuhkan tenaga 

kerja yang professional dan berpengalaman. Kebutuhan akan tenaga professional 

tersebut biasanya dipenuhi dari luar daerah IKN Nusantara.    

Berdasarkan UU. No. 3. Tahun 2022, Bab VII Pasal 36  ayat 1, Otorita Ibu Kota 

Nusantara mulai beroperasi paling lambat pada akhir tahun 2022. Sedangkan Proses 

perpindahan penduduk di IKN akan dilakukan secara bertahap.  Secara garis besar 

pembangunan IKN dan perpindahan penduduk atau ASN/PN nya dibagi menjadi lima 

tahap. Tahap I (2022-2024); Tahap 2 (2025-2029); Tahap 3 (2030-2034); Tahap 4 

(2035-2039); Tahap 5 (2040-2045)3 . 

Pada tahun 2024, Diperkirakan akan ada sekitar 205.000 penduduk yang 

pindah ke ibu kota Negara Baru, Nusantara. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 

180.000 Aparatur Sipil Negara (ASN), di antaranya PNS pusat, pejabat-pejabat di 

 
3 https://newssetup.kontan.co.id/news/target-pemerintah-19-juta-penduduk-akan-menghuni-ikn-
nusantara?page=all. Diunduh pada 3 Maret 2022  Pukul 08:15 
 

https://newssetup.kontan.co.id/news/target-pemerintah-19-juta-penduduk-akan-menghuni-ikn-nusantara?page=all
https://newssetup.kontan.co.id/news/target-pemerintah-19-juta-penduduk-akan-menghuni-ikn-nusantara?page=all


                                                                                  
 

 
 

lingkungan eksekutif, legislatif, serta yudikatif dan lainnya. Sementara itu, 25.000 

lainnya merupakan anggota TNI dan Polri. 

Selanjutnya, dalam 5 hingga 10 tahun setelah ibu kota resmi berpindah akan 

ada tambahan penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Angka tersebut terdiri atas keluarga-

keluarga dari ASN dengan asumsi dua anak per ASN sebanyak 800.000 orang dan 

pelaku bisnis pendukung pemerintahan seperti rumah makan, pusat perbelanjaan dan 

lain lain pada kisaran 300.000 hingga 400.000 orang. Proyeksi penambahan tersebut 

jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk di ibu kota saat ini, DKI Jakarta 

yang berjumlah sekitar 10, 5  juta jiwa. Jumlah penduduk IKN diprediksikan akan 

mencapai 700 ribu jiwa di 2025, kemudian berkembang menjadi 1,5-1,6 juta jiwa di 

2035, hingga mencapai perkiraan 1,7-1,9 juta jiwa di 2045 

Di sisi lain, provinsi Kalimantan Timur, asal muasal  daerah IKN Nusantara 

sendiri,  memiliki suku bangsa, ada istiadat serta budaya yang sudah eksis ratusan 

tahun sebelumnya,  yang berbeda dari suku bangsa dan budaya warga pendatang 

termasuk ASN yang akan bekerja mendukung dan menjalankan roda pemerintah 

pusat.  

 

Di  sisi lain, warga pendatang yang baru menetap di IKN Nusantara, dalam 

berbagai acara budaya, keagamaan atau seremonial keluarga, atau kelompok/ pear 

group  dapat dipastikan menggunakan tradisi dan adat istiadat budaya yang biasa 

dipakai mereka sebelumnya. Berbeda dengan adat istiadat yang berlaku dan biasa 

dipakai warga asli Kalimantan Timur (Kaltim). Demikian halnya dengan warga asli 

maupun yang sudah lama menetap di Kaltim dalam mengisi berbagai acara budaya 

dan keagamaan keluarga maupun kelompoknya akan menggunakan acara dan tradisi 

serta budaya yang sudah lama mereka pakai atau sudah menjadi tradisi leluhurnya 

yang berbeda dengan tradisi dan budaya warga IKN Nusantara yang baru datang. 

Perbedaan-perbedaan tradisi dan budaya ini bisa menjadi hiburan dan tambahan 

kekayaan budaya yang berlaku di Nusantara dan Kalimantan. Namun bisa juga 

menjadi akar - konflik yang bila tidak dikelola secara baik akan mejadi konflik sosial 

yang membahayakan.    

 

Kepindahan IKN dari Propinsi DKI Jakarta ke daerah otorita IKN Nusantara 

yang sebelumnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam 



                                                                                  
 

 
 

Paser Utara,  diikuti kepindahan lebih dari ratusan ribu bahkan jutaan ASN/PNS, 

anggota TNI/Polri beserta para keluarga yang menyertainya ditambah kalangan 

professional lainnya yang mendukung operasional pemerintahan pusat dan otoritas 

ibu kota Nusantara yang memiliki perbedaan budaya dan gaya hidup serta tingkat 

kemajuan dan penghidupan ekonomi yang lebih baik, cepat atau lambat, sedikit 

maupun  banyak akan menimbulkan berbagai macam kecemburuan dan gesekan 

maupun  konflik  sosial. Konflik sosial terjadi  antara warga pendatang dan warga asli 

Nusantara di Kalimantan. Kecemburuan dan konflik sosial tersebut,jika dibiarkan akan 

menimbulkan disharmoni antara warga pendatang terutama dari kalangan ASN/PNS 

serta professional lainnya dengan warga asli atau yang sudah lebih dahulu menetap 

atau tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. 

Selain itu, Jika konflik sosial dan disharmonisasi terjadi di IKN Nusantara, akan dapat 

mencoreng nama baik bangsa dan negara. Hal ini karena IKN Nusantara, sebagai Ibu 

Kota Negara Republik Indonesia akan selalu menjadi salah satu pusat pemberitaan 

media massa nasional dan internasional. Jika hal ini terjadi selain akan mencoreng 

citra baik  negara Republik Indonesia juga akan menggaggu ketahanan sekaligus 

persatuan nasional. Oleh karena itu antisipasi  disharmonisasi antara masyarakat asli 

dan warga pendatang di IKN perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik sosial yang 

dapat merusak Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 

 

2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka yang jadi rumusan  masalah adalah 

“Bagaimana Mengantisipasi Disharmonisasi Antara Masyarakat Asli Kabupaten 

Penajam Paser Utara Dan Kutai Kartanegara dengan Warga Pendatang IKN 

Nusantara Untuk Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa”. Untuk menjawab 

rumusan permasalahan tersebut di atas, maka munculah beberapa pertanyaan dalam 

kajian atau penulisan  ini.  Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Potensi -potensi apa saja yang dapat menimbulkan konflik sosial yang akan 

terjadi di IKN Nusantara dengan banyaknya ASN/PNS pemerintah pusat, 

dan ASN/PNS  Otoritas Ibu Kota Nusantara serta para profesional bidang 

lainnya yang datang, dan menetap di IKN Nusantara? 

b. Jenis- jenis konflik sosial apa saja yang pernah  terjadi di sekitar IKN 



                                                                                  
 

 
 

c. Program program integrasi sosial apa saja yang diperlukan yang dapat 

 mengantisipasi maupun mencegah adanya konflik sosial di IKN Nusantara. 

3. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud. Secara garis besar penulisan kertas karya ilmiah perseorangan 

(Taskap) ini adalah memberikan gambaran mengenai berbagai 

kemungkinan permasalahan sosial yang akan muncul di IKN sehubungan 

dengan adanya kedatangan jutaan anggota masyarakat baik yang 

berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN) maupun Pegawai Negeri 

SIpil (PNS), anggota TNI dan Polri maupun yang bukan dari profesi 

tersebut baik yang berasal dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya maupun 

dari daerah lain,  yang kemungkinan dapat menimbulkan friksi bahkan 

konflik sosial sekaligus menimbulkan disharmonisasi sosial baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang  apabila tidak diantisipasi sejak 

awal. 

 

b. Tujuan.  Taskap ini adalah sebagai salah satu sumbangan pemikiran 

secara konseptual   dan startegis berupa masukan kepada para pemangku 

kebijakan terkait dengan pengelolaan dan penataan IKN Nusantara dan 

wilayah sekitarnya untuk mencegah munculnya konflik sosial yang 

berakibat terjadinya disharmonisasi antara masyarakat pendatang dengan 

masyarakat asli di wilayah Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara. 

 

4. Ruang Lingkup dan Sistematika  

a.  Ruang Lingkup.  

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada bagaimana meningkatkan 

integrasi sosial sekaligus mencegah munculnya berbagai macam konflik 

yang dapat berakibat terjadinya disharmonisasi antara masyarakat 

pendatang dengan  masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan 

Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sebagai bentuk kewaspadaan 

nasional dalam rangka  menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa 

sekaligus bagian dari upaya meningkarkan ketahanan nasional di wilayah 

otorita IKN Nusantara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. 



                                                                                  
 

 
 

b. Sistematika  

Penulisan Taskap ini mengacu pada ketentuan petunjuk teknis (Juknis) 

Taskap Lemhannas tahun 2022 yang dituangkan ke dalam sistematika 

penulisan sebagai beikut : 

Bab I Pendahuluan berisi  latar belakang yang mendasari alasan 

pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Jokowi  mengeluarkan kebijakan 

pemindahan IKN dari wilayah Provinsi DKI Jakarta ke wilayah Provinsi 

Kalimantan Timur tepatnya berlokasi di dua wilayah Kabupaten Penajem 

Paser Utara dan Kutai Kartanegara, yang berakibat berpindahnya jutaan 

anggota masyarakat  baik yang berprofesi sebagai ASN/PNS, anggota TNI 

dan Polri serta kejaksaan maupun profesi lainnya yang sebelumnya 

bekerja dan tinggal di  wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ke wilayah 

Kalimantan Timur atau tepatnya di Kabupaten Penajem Paser Utara serta 

Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebelumnya sudah memiliki warga atau 

penduduk  baik dari suku asli di wilayah dua kabupaten tersebut maupun 

dari suku lain di luar pulau Kalimantan namun sudah menetap terlebih 

dahulu dalam jangka waktu yang cukup lama. Berikutnya adalah rumusan 

masalah yang harus dipecahkan dan perlu dibahas pada bab bab 

berikutnya, Maksud dan Tujuan, Metode dan Pendekatan serta beberapa 

pengertian  tentang berbagai istilah yang ada di dalam Taskap ini. 

Pada Bab II Tinjauan Pustaka, akan diuraikan semua faktor yang 

berpengaruh terhadap pertanyaan-pertanyaan kajian  dan pencapaian 

simpulan yang digunakan dalam analisis seperti peraturan perundang-

undangan, kerangka teoritis, data dan fakta lingkungan strategis dan hal- 

hal lainnya yang berkaitan dengan apa yang menjadi kajian dalam Taskap 

ini. 

Bab III Pembahasan mengenai Obyek Bahasan atau Permasalahan 

yang dibahas dalam Taskap ini yang mencerminkan jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan kajian dengan berdasarkan referensi, teori  dan 

berbagai aspek yang telah disebutkan/dicantumkan  pada bab II  sehingga 

dari pembahasan tersebut didapatkan faktor penyebab masalah  dan 

didapatkan solusi atas permasalahan tersebut.  

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban 

dari masalah yang disampaikan pada bab bab sebelumnya, atas hasil 



                                                                                  
 

 
 

penelitian maupun kajian yang telah penulis lakukan. Bab ini diakhiri 

dengan saran maupun rekomendasi yang disampaikan Penulis yang 

memuat harapan dan reaksi tindak lanjut yang perlu dilakukan pemerintah, 

baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun stake holder lainnya 

sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. 

 

5. Metode & Pendekatan Penelitian 

a. Metode. Penulisan Taskap ini menggunakan metode deskriptip analisis 

Yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan informasi dan data dari 

literatur seperti jurnal, buku buku, surat kabar dan bahan dokumen 

lainnya.  Deskriptif Analisis menggambarkan penggunaan berbagai data 

historis untuk menemukan, menggambar dan  melihat  perbandingan 

berbagai hukum, teori, prinsip, kebijakan, pendapat dan hasil riset lainnya 

yang akan digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan 

yang sedang diteliti (Sugiono: 2009; 29) dalam Taskap Ini.  

b. Pendekatan. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penulisan  hasil 

kajian/ penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam perspektif 

kewaspadaan dan ketahanan nasional dengan mengkaji teori, konsep dan 

landasan hukum/regulasi yang relevan dengan variable dalam penelitian ini. 

Menurut Sukandarrumidi yang dimaksud dengan pendekatan penelitian 

merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan 

menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Sukandarrumidi, 2012, 

hlm. 111). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif merupakan 

pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara 

deskriptif dan naratif. Jenis Pendekatan ini merupakan pendekatan yang 

lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap 

suatu masalah. 

  

6.  Pengertian 

 

a. Antisipasi 

Antisipasi juga bisa dikatakan sebagai penyesuaian mental terhadap  suatu 

peristiswa yang akan terjadi, namun saat itu belum terjadi. Sehingga 

dengan membuat bayangan atau perhitungan maupun ramalan atas suatu 

peristiwa, saat peristiwa itu terjadi dapat diminimalisir dampak buruk yang 



                                                                                  
 

 
 

akan dihasilkan dari peristiwa tersebut. Atau kita dapat mencegah agar 

suatu peristiwa tersebut tidak terjadi4.  

 

b. Disharmonisasi 

Disharmonisasi  adalah  suatu keadaan yang biasanya dalam suatu situasi 

yang terjadi di suatu rumah tangga atau suatu kelompok masyarakat atau 

suatu kelompok orang di  suatu daerah yang di dalamnya terdapat sebuah 

ketidakbahagiaan atau kejanggalan. Keluarga, kelompok, masyarakat 

disuatu daerah yang hidup tidak bahagia karena adanya kelompok lain atau 

persaingan antara kelompok maka, kelompok atau keluarga tersebut 

disebut sebagai disharmonisasi.  Dapat diartikan kata disharmonisasi 

adalah suatu bentuk tidak terjadinya keselarasan secara keseluruhan yang 

mempunyai aspek negatif dengan beberapa penilaian5. Dari penjelasan dan 

uraian tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan, disharmonisasi 

adalah suatu keadaan dimana didalamnya terdapat kelompok manusia atau 

suatu masyarakat  yang terlihat tidak bahagia karena satu dan beberapa 

faktor. 

 

c. Masyarakat Asli Kalimantan 

Kata Masyarakat Asli Kalimantan berasal dari kata masyarakat, asli dan 

Kalimantan. Kata masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah sejumlah orang atau manusia  dalam arti seluas-luasnya dan 

terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sedangkan 

kata asli menurut sumber yang sama berarti tidak ada campurannya. Atau 

merujuk pada masyarakat atau orang asli, berarti bukan peranakan: orang 

pribumi adalah penduduk yang menempati disuatu daerah. Sedangkan 

yang dimaksud dengan Kata Kalimantan Menurut C .Hose dan Mac 

Dougall, berasal dari nama-nama enam golongan suku-suku setempat 

yakni Iban (Dayak Laut), Kayan, Kenyah, Klemantan (Dayak Darat), Murut 

dan Punan. Dalam karangannya, Natural Man, a Record from Borneo 

(1926), Hose menjelaskan bahwa Klemantan adalah nama baru yang 

 
4 https://kbbi.web.id/antisipasi Diunduh pada 8 Agustus 2022 pukul 19:00 
5 http://digilib.uinsby.ac.id/400/5/Bab%202.pdf Diunduh pada 9 Agustus 2022 pukul 20:15 
 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mac_Dougall&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mac_Dougall&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Iban
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kayan
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Kenyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Klemantan
https://kbbi.web.id/antisipasi
http://digilib.uinsby.ac.id/400/5/Bab%202.pdf


                                                                                  
 

 
 

digunakan oleh bangsa Melayu. Namun menurut Slamet Muljana, kata 

Kalimantan bukan kata Melayu asli tapi kata pinjaman sebagai halnya kata 

Malaya, Melayu yang berasal dari India (Malaya yang berarti gunung)6.   

Sedangkan  yang dimaksud sebagai “Masyarakat Asli Kalimantan” dalam 

penelitian atau kajian  di sini adalah warga yang sudah lama tinggal dan 

menetap di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai 

Kartenegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang sebagian dari wilayah di dua 

kabupaten tersebut akan menjadi wilayah Ibu Kota Negara, yang diberi 

nama baru, Nusantara baik yang berasal dari suku asli setempat seperti 

suku Dayak, Suku Kayan,  Suku Kenyah, Suku Murut maupun suku Punan, 

maupun suku atau etnis  dari pulau lain seperti Suku Bugis, Suku Ambon, 

suku Jawa, Suku Padang dan suku lainnya yang sudah lama menetap atau 

tinggal jauh sebelum keputusan pemerintah menetapkan pemindahan IKN 

dari wilayah Provinsi DKI Jakarta ke daerah wilayah Penajem Paser Utara 

dan Kutai Kertanegara, dikeluarkan. 

 

d. Warga Pendatang 

Yang dimaksud dengan warga pendatang di sini terdiri dari dua kata. Warga 

dan Pendatang. Yang dimaksud dengan warga menurut KBBI adalah 

anggota suatu keluarga atau perkumpulan.  Sedangkam pendatang 

menurut sumber yang sama berasal dari kata datang. Pendatang adalah 

orang yang datang atau muncul dari daerah lain, ke suatu daerah baik kota 

maupun desa dan untuk menetap. Dengan demikian, yang dimaksud 

sebagai warga pendatang dalam tulisan maupun penelitian ini adalah 

anggota keluarga, perkumpulan atau  kelompok masyarakat yang datang 

dari Jakarta, wilayah Bogor Tangerang, Depok dan Bekasi serta daerah 

lainnya baik yang berprofesi sebagai ASN, anggota TNI dan Polri serta 

profesi lainnya yang datang ke wilayah IKN untuk menetap dan bekerja 

menjalankan aktifitas maupun roda kegiatan pemerintah pusat maupun 

pendukungnya dalam jangka waktu tertentu. 

 

 

 
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan dilunduh pada 8 April 2022 Pukul 16:15 

https://id.wikipedia.org/wiki/Slamet_Muljana
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan


                                                                                  
 

 
 

e. IKN Nusantara 

Yang dimaksud dengan IKN Nusantara disini adalah Ibu Kota Negara (IKN) 

yang daerah/ kota nya diberi nama Nusantara yang sesuai dengan 

Undang-undang No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Bab 1 Pasal 1 

ayat 1 Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  Sedangkan pada ayat 2 UU yang sama nya disebutkan Ibu Kota 

Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota 

Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus 

setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota 

Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini . 

 

f. Persatuan dan Kesatuan  

Yang dimaksud dengan Persatuan dan Kesatuan di sini adalah 

Persatuan/kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak 

terpecah-belah. Persatuan/kesatuan mengandung arti bersatunya 

bermacam macam suku bangsa, adat istiadat, agama, dan suku Bahasa 

menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi, bangsa Indonesia7 

 

g. Integrasi Sosial  

Konsep integrasi sosial dapat dipahami sebagai sebuah kondisi bersatunya 

elemen-elemen dalam suatu komunitas, sehingga terwujud kesatuan yang 

holistik. Adapun menurut Emile Durkheim menyebutkan, integrasi sosial 

dapat terwujud jika muncul ketergantungan antar-bagian atau elemen 

dalam sebuah komunitas. Timbulnya solidaritas didasarkan pada 

kesamaan dalam kepercayaan dan nilai yang saling bergantung secara 

fungsional dalam masyarakat heterogen. Kondisi tersebut akan 

memunculkan kesadaran kolektif untuk menciptakan kesatuan dalam 

masyarakat . 

 

h.  Integrasi Nasional 

Integrasi  nasional merupakan segala upaya yang dilakukan untuk 

mempersatukan segala perbedaan baik suku, agama, ras, bahasa, adat 

 
7 https://kbbi.lektur.id/pendatang. Diunduh pada 9 April 2022 pukul 19:15 

https://kbbi.lektur.id/pendatang


                                                                                  
 

 
 

istiada  dalam suatu masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang 

tidak terpisahkan sebagai suatu kesatuan bangsa. Kata Integrasi Nasional 

menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial 

dalam satu wilayah dalam upaya proses pembentukan identitas nasional, 

untuk membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan 

pada ikatan-ikatanyang lebih sempit (Bahar,1996). Sedangkan Menurut 

Nazaruddin Sjamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu 

bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu sosial, budaya, 

politik,dan ekonomi. Integrasi nasional juga menunjuk pada masalah 

pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial 

yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya 

masyarakat tertentu. Selain itu juga menunjuk pada masalah 

menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan 

perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan 

massa. Integrasi juga menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai 

yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial8. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 https://mediaindonesia.com/humaniora/499020/integrasi-nasional-menurut-ahli-dan-contoh.diunduh pada 
20 Juli 2022 pukul 20:00  
 

https://mediaindonesia.com/humaniora/499020/integrasi-nasional-menurut-ahli-dan-contoh.diunduh


                                                                                  
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

7. Umum 

Tujuan dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh para 

pejuang dan pahlawan kemerdekaan Indonesia tertera jelas dalam Pembukaan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ( UUD NRI 1945)  alinea ke 

4 (empat). Yakni  "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial." Itu berarti menjadi tugas pemerintah dan pemangku kepentingan 

pada khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya, untuk bersama sama  

meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia baik yang tinggal di pulau Jawa 

maupun di luar pulau Jawa, termasuk mencerdaskan kehidupannya. Salah satu cara 

mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan meningkatkan pendidikan, 

keterampilan dan wawasannya.  

 

Salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum atau 

kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia adalah lewat pemerataan pembangunan. 

Sejak zaman kolonial Belanda dilanjutkan dengan pemerintahan Indonesia dibawah 

Presiden Soekarno, lalu pemerintah Orde Baru  dibawah kepemimpinan Jenderal 

Soeharto, hingga orde Reformasi salah satunya dibawah kepemimpinan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian masih  didominasi oleh Pulau Jawa 

(Bresnan,1998: Hill, 1994). Ketimpangan pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa 

dengan  daerah di luar Jawa semakin hari terus meningkat. 

 

Terjadinya ketimpangan di berbagai bidang terutama ekonomi antara pulau 

Jawa dengan daerah di luar Jawa, salah satunya disebabkan posisi ibu kota negara 

yang berada di wilayah Jakarta yang berlokasi di pulau Jawa. Posisi ibu Kota negara 

sebagai pusat pemerintahan sekaligus juga pusat perekonomian yang ada di Jakarta 

secara logika berdampak langsung dengan meningkatnya perekonomian dan aktifitas 

lainnya  bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal ini selain karena mendapat perhatian 

langsung dari pemerintah pusat juga banyaknya sarana dan prasarana yang 

mendukung kemajuan tersebut. 



                                                                                  
 

 
 

 Kepindahan IKN dari Jakarta yang berada di  pulau Jawa  diikuti oleh 

perpindahan penduduk baik yang berprofesi sebagai ASN, anggota TNI/Polri,dan 

professional bidang lainnya beserta keluarganya yang akan menjadi operator dan tim 

pendukung dari jalannya roda pemerintah pusat dan otorita IKN dengan berbagai 

latar belakang pendidikan, agama, dan adat istiadat dengan masyarakat asli yang 

sudah terlebih dahulu tinggal di wilayah Kalimantan Timur khususnya Kabupaten 

Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartangeara, jika tidak dikelola secara 

baik, rawan menimbulkan konflik di masa depan. 

 

Dalam konteks inil diperlukan suatu landasan dan tinjauan kajian yang cukup 

komprehensif terhadap Kepindahan IKN dari wilayah DKI Jakarta  ke wilayah 

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur  yang 

diikuti sekitar 1,9 juta-2,9 juta  warga untuk melihat dampak sosial yang akan 

ditimbulkannya. Selain itu, untuk melihat potensi-potensi konflik yang akan muncul 

sehingga dapat disiapkan program dan kegiatan maupun kebijakan untuk 

meminimalisir dampak sosial tadi sekaligus mengantisipasi munculnya 

disharmonisasi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli Kalimantan 

Timur, khususnya masyarakat yang ada dan telah menetap terlebih dahulu di 

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Analisis 

pemasalahan didasarkan pada tinjau Pustaka. Tinjauan Pustaka pada kajian ini 

memuat peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta yang 

berhubungan dengan inti pembahasan, serta penjelasan tentang lingkungan strategis 

yang berpengaruh terhadap kepindahan iKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur beserta 

dampak sosial yang ditimbulkannya sekaligus dapat dicarikan solusi untuk 

mengantisipasi disharmonisasi antara warga pendatang dengan warga asli 

Kalimantan Timur. 

 

Berkaitan dengan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan 

pemahaman aspek  dan dasar hukum beserta peraturan turunan dari Undang-undang 

mengenai kepindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, penanganan konflik 

sosial di suatu daerah, dan upaya meminimalisir dampak sosial yang kemungkinan 

terjadi lewat antisipasi dari disharmoni warga yang menyertai kepindahan IKN dengan 

warga asli di Kalimantan Timur umumnya, warga Penajam Paser Utara dan Kutai 

Kertanegara pada khususunya.  



                                                                                  
 

 
 

Analisis terhadap dampak sosial atas kepindahan IKN dari Jakarta ke 

Kalimantan Timur yang diiikuti oleh kepindahan warga Jabodetabek dan daerah 

lainnya yang ada di Pulau Jawa, yang berprofesi sebagai ASN, anggota TNI/Polri 

serta profesi lainnya untuk dapat diantisipasi kemungkinan adanya disharmonisasi 

antara warga pendatang dengan warga asli di Penajam Paser Utara dan Kabupatan 

Kutai Kartanegara harus didukung kerangka teoritis yang memadai. 

 

Aspek perundangan dan kerangka teoritis akan dihadapkan dengan data-data 

dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan dari kepindahan IKN yang diikuti 

oleh perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari wilayah DKI Jakarta dan 

sekitarnya maupun daerah lain di pulau Jawa ke wilayah Penajem Paser Utara dan 

Kutai Kertanegara atau Kalimantan Timur. Penyajian data dan fakta dapat menjadi 

pembanding antara hasil dan capaian yang telah dicapai  dan kondisi ril di lapangan. 

Melalui tinjauan akademis, tulisan hasil kajian mengenai “ Antisipasi 

Disharmonisasi   antara masyarakat Asli Kabupaten Penajam Paser Utara dan 

kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dengan Warga Pendatang IKN 

Nusantara Untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa”  dapat menjadi 

referensi bagi penelitian dan kajian berikutnya  sekaligus dapat menjadi rujukan bagi 

otorita IKN dalam membuat program dan kebijakan untuk meningkatkan persatuan 

dan kesatuan bangsa di wilayah IKN serta Kalimantan Timur juga daerah daerah 

lainnya. 

 

Tinjauan Pustaka ini tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis yang 

mempengaruhi rencana dan proses kepindahan IKN  sekaligus mempengarui ada 

atau tidaknya konflik sosial yang pada akhirnya berpengaruh pada harmonisasi 

hubungan antara warga asli Kalimantan dengan warga pendatang di IKN Nusantara. 

Pengaruh lingkungan strategis  harus mendapatkan bahasan yang lebih dalam atau 

mendapatkan porsi yang sama dengan faktor-faktor lainnya sehingga dapat diketahui 

apakah kepindahan dan kedatangan warga pendatang ke wilayah IKN Nusantara 

yang terletak di wilayah Kalimantan Timur menimbulkan dampak atau konflik sosial 

atau tidak. Sekaligus juga dapat diketahiui apakah dampak sosial tersebut dapat 

menyebabkan munculmya disharmoni sosial antara masyarakat pendatang dengan 

masyaklarat asli di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai 

Kartanegara Kalimantan Timur.  Jika diketahui sejak dini, dapat disiapkan langkah-



                                                                                  
 

 
 

langkah antisipasi dan program program yang memadai sehingga disharmoni tidak 

terjadi, persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa di wilayah IKN dapat  terus 

ditingkatkan sepanjang masa. 

 

8. Peraturan perundang-undangan Terkait 

a. Undang-undang Dasar NRI 1945 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)  

bersama dengan Pancasila adalah sumber hukum dasar nasional. Hal ini sesuai 

dengan Tap MPR RI No. II/ MPR/ 2000. Menurut beberapa pakar hukum tata 

negara, Undang -undang Dasar termasuk UUD NRI 1945 merupakan konstitusi 

dari Negara Republik Indonesia. Sebab merujuk pada pengertian konstitusi 

meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang Dasar termasuk 

UUD NRI 1945 merupakan konstitusi yang tertulis. Konsekwensi yuridis dari 

pengakuan UUD sebagai  konstitusi  tertulis harus dapat mengarahkan  dan 

menjiwai lahirnya produk hukum yang tidak saja berorientasi pada kepastian 

hukum dan kemanfaatan melainkan juga keadilan bagi semua orang (justice for 

all). Atas dasar konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi memiliki sifat dan 

kedudukan yang sangat kuat, maka produk-produk hukum yang lain seperti 

Undang -undang dan turunannya, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi  

dan kalau bertentangan harus dibatalkan melalui proses uji materil  (judicial 

review)9 

 

Sebagai konstitusi tertulis, UUD NRI 1945 disebut juga sebagai instrument  

of  government .  Yaitu, Undang-undang dasar dibuat untuk memerintah. Dengan 

demikian, Presiden ke 7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama para 

pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahannya harus selalu 

berdasarkan UUD NRI 1945. Demikian halnya dengan program Pemindahan 

IKN Nusantara dari  Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur, selain berdasarkan 

UUD 1945, juga kebijakan maupun UU No. 3 Tahun 2022 beserta peraturan-

peraturan lainnya, harus sesuai  dan tidak boleh bertentangan  dengan UUD  

NRI 1945. Hal ini terbukti, dengan adanya pengajuuan judicial review  atas UU 

N0.3 tahun 2022 tersebut  oleh beberapa kelompok masyarakat, kepada 

 
9 Bahan Ajar Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa. Hal 12. 



                                                                                  
 

 
 

Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian ditolak oleh MK itu menunjukkan, 

Keputusan Pemindahan IKN Nusantara oleh Presiden Joko Widodo sudah  

sesuai dengan UUD NRI 1945. 

 

b. Undang -undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) 

Undang-undang No. 3 Tahun 2022 ini menjadi salah satu landasan 

konstitusional sekaligus payung dan panduan hukum bagi pemerintah Indonesia 

khususnya pemerintahan dibawah Presiden Joko Widodo dan Presiden-

presiden selanjutnya, setelah Presiden Joko Widodo menyelesaikan  periode 

pemerintahannya yang kedua,  untuk menjalankan dan melanjutkan program 

pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam UU ini  selain diatur soal nama, 

fungsi dan kedudukan IKN, susunan dan bentuk pemerintahan, disebutkan visi 

dan misi IKN.  Dalam UU tersebut diatur  juga mengenai  lokasi dan luas wilayah 

IKN yang baru, rencana induk dan tahapan pembangunan serta pemindahan 

IKN, skema pembiayaan pembangunan IKN, Penataan ruang, pertanahan, 

pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, pengaturan pemindahan lembaga-

lembaga negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing dan perwakilan 

organisasi/Lemnbaga Internasional. Di atur  juga mengenai   penanggulangan 

bencana dan keamanan di IKN yang baru serta hal hal lainnya berkaitan dengan 

pembangunan serta pengaturan IKN Nusantara. 

 

c. Undang-undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan 

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 

Undang-undang ini menjadi landasan dan payung hukum sekaligus bimbingan 

bagi segenap bangsa Indonesia dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia 

dalam hal tata cara ukuran bendera, penggunaan. Bahasa Indonesia dan 

penggunaan penggunaan lambang-lambang negara. 

 

9. Kerangka Teoritis. 

a. Teori Integrasi Nasional 

Integrasi  nasional merupakan segala upaya yang dilakukan untuk 

mempersatukan segala perbedaan baik suku, agama, ras, bahasa, adat istiadat  

dalam suatu masyarakat dan menjadikan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan 



                                                                                  
 

 
 

sebagai suatu kesatuan bangsa.  Menurut Saffroedin Bahar,  teori integrasi 

nasional merupakan teori yang dipakai untuk  mengkaji berbagai upaya 

menyatukan seluruh unsur dari suatu suatu bangsa seperti suku, ras, agama 

bahasa adat istiadat dan aliran kepercayaan dengan  pemerintah dan 

wilayahnya (Bahar, 1996).  

 

b. Teori Integrasi Sosial 

Teori ini mengkaji penyesuaian unsur-unsur sosial yang beragam, 

sehingga membentuk keutuhan masyarakat yang harmonis (Marzali, 2012),  

 

c.  Teori Interaksi Sosial 

Kepindahan IKN dari Jakarta ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara 

dan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur,  diikuti oleh kepindahan 

ratusan ribu hingga jutaan penduduk, secara bertahap, akan membentuk suatu 

masyarakat baru yang bernama masyarakat IKN Nusantara. Teori Interaksi 

Sosial adalah teori yang mempelajari adanya interaksi dari dua kelompok 

masyarakat yang berbeda. Menurut teori ini terbentuknya masyarakat baru 

sebagaimana disampaikan salah seorang penggagas teori interaksi sosial 

George Simmel, karena adanya interaksi dari dua kelompok masyarakat, 

masyarakat pendatang dan masyarakat yang telah terlebih dahulu tinggal di 

dua kabupaten tersebut di atas,  bukan adanya kelompok orang yang hanya 

diam. Melalui interaksi timbal balik, individu saling berhubungan dan saling 

memengaruhi sehingga membentuk suatu masyarakat baru. Masyarakat IKN 

Nusantara. Jika individu-individu saling berhubungan dan saling memengaruhi, 

maka terbentuklah suatu masyarakat. Interaksi sosial adalah suatu hubungan 

antara dua atau lebih individu. Perilaku individu yang satu mempengaruhi, 

mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. 

 

d. Teori struktural fungsional  

Teori ini  berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai 

sebuah organisme biologis yang memiliki struktur dengan bagian-bagian yang 

saling berkaitan serta mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya 

agar masyarakat tetap hidup dan terus berlangsung secara baik. Salah seorang  

ilmuan sosial yang  ikut mengembangkan teori ini adalah  Talcott Parsons. 



                                                                                  
 

 
 

Parson berpandangan bahwa anggota masyarakat adalah individu. Setiap 

individu dapat melakukan tindakan yang bersifat voluntaristic.  Artinya setiap  

individu  sebagai bagian dari suatu masyarakat memiliki kebebasan untuk 

melakukan atau mengambil tindakan sesuai dengan dorongan dan kemauan 

indidvidu tersebut namun  dengan tetap mengindahkan nilai, ide dan norma 

yang  disepakati sekaligus juga dipengaruhi kondisi atau lingkungan yang ada 

dalam lingungan masyarakat itu sendiri.  Pandangan Talcott Parsons untuk 

memahami manusia seperti mempelajari tubuh manusia. Struktur tubuh 

manusia memiliki berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan 

memiliki fungsi yang jelas dan khas Teori struktural fungsional juga 

mengutamakan pandangan harmonisasi dan regulasi yang dapat 

dikembangkan lebih jauh seperti masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem 

yang kompleks. Setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi penting dalam 

eksistensinya dan stabilitas masyakat secara keseluruhan dan Semua 

masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri.10Teori ini 

dapat diterapkan dalam menganalisa masyarakat yang tinggal di IKN 

Nusantara kelak, yang terdiri dari beragam suku dan terdiri dari dua kelompok 

besar rmasyarakat pendatang dan masyarakat lokal atau asli yang sudah lebih 

dahulu mendiami wilayah IKN Nusantara khususnya Kabupaten Penajam 

Paser Utara dan kabupaten Kutai Kertangeara. Kedua kelompok ini menjadi 

satu kesatuan, yakni masyarakat IKN . Setiap individu dari anggota masyarakat 

dapat melakukan apapun sesuai tujuan dan kebutuhannya, namun tindakan 

yang diambil harus sesuai dengan norma dan kesepakatan yang ada dalam 

masyarakat IKN Nusantara itu sendiri. 

 

n.       Teori Konflik 

    Setelah teori struktural fungsional keluar, muncul Teori Konflik, yakni  

teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses 

penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya 

konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi 

semula. Secara sederhana, teori konflik didefinisikan sebagai sekumpulan teori 

 
10 https://www.kompasiana.com/nurulwidad/54f74b5fa333113a2c8b45b1/teori-struktural-

fungsional Dikihat pada 10 September 2022 pukul 09:15 WIB 

https://www.kompasiana.com/nurulwidad/54f74b5fa333113a2c8b45b1/teori-struktural-fungsional
https://www.kompasiana.com/nurulwidad/54f74b5fa333113a2c8b45b1/teori-struktural-fungsional


                                                                                  
 

 
 

yang menjelaskan peranan konflik, terutama di antara kelompok-kelompok dan 

kelas-kelas pada kehidupan sosial masyarakat. Saat ini berkembang teori 

konflik klasik dan teori konflik modern11.Teori konflik klasik dikemukakan oleh 

sejumlah tokoh seperti Polybus, Ibnu Khaldun, Nicolo Machiavelli, Jean Bodin, 

dan Thomas Hobbes. Secara umum, teori konflik klasik menganggap bahwa 

konflik terjadi akibat adanya sisi alami manusia. Manusia dianggap sebagai 

sosok yang memiliki kecenderungan saling memusuhi dan mengusai untuk 

urusan kekuasaan. Sebaliknya, dalam teori konflik modern, penyebab konflik 

tidak tunggal dari sisi manusianya. Teori yang didukung di antaranya oleh  Karl 

Marx, Lewis A. Coser, dan Ralf Dahrendorf ini menilai, konlik muncul dengan 

sifat yang lebih kompleks. Perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya 

konflik dalam masyarakat, yakni terjadinya pertentangan antara kelas 

kelompok penguasa dan kelas kelompok tertindas. Oleh karena konflik sosial 

berlangsung secara terus menerus, maka perubahan pun juga demikian 

adanya12.  Teori ini muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural 

fungsional.  

 

 o.  Teori Kewaspadaan Nasional. 

Teori Kewaspadaan nasional: Kewaspadaan Nasional atau Padnas adalah 

suatu sikap dalam hubungannya dengan  nasionalisme yang dibangun dari 

rasa peduli dan rasa tanggung  jawab seorang warga negara terhadap 

kelangsungan kehidupan nasionalnya dan  kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegaranya dari suatu potensi  ancaman. Padnas dapat juga 

diartikan sebaga manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa 

Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI. Oleh karena itu 

Padnas harus bertolak dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kukuh 

serta perlu didukung oleh usaha-usaha pemantauan. Teori Padnas 

menjelaskan tentang  perlunya kesiapan dan kesiagaan yang harus dimiliki 

olah bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini 

dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman 

 
11 ", https://tirto.id/gaxB. Diunduh t pada 10 September 2022 pukul 11 30 
12 https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik. Diunduh  pada 2 September 2022 

https://tirto.id/gaxB
https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik


                                                                                  
 

 
 

terhadap NKRI sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari 

situasi serta kondisi yang berkembang baik didalam maupun di luar negeri13 

 

10. Data dan Fakta. 

Presiden Republik Indonesia yang ke 7 Joko Widodo telah mengeluarkan 

kebijakan fenomenalnya, memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari willayah 

Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya  di lokasi yang berdiri di dua 

Kabupaten, yakni Kabupaten  Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai 

Kertanegara yang kemudian diberi nama sebagai Nusantara. Kebijakan ini 

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024 dan Visi Indonesia 2045. Keputusan tersebut telah mendapatkan 

persetujuan sebagian besar rakyat Indonesia yang diwakili oleh DPR RI 

dengan telah keluar dan disetujuinya UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota 

Negara (IKN). 

 

Terdapat 6 (enam) alasan dikeluarkannya kebijakan pemindahan IKN 

dari Provinsi DKI Jakarta yang nota bene nya ada di pulau Jawa ke daerah IKN 

Nusantara yang berlokasi di dua Kabupaten yakni Kabupaten Penajam Paser 

Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. 

Pertama, alasan utama pemindahan ibu kota negara ini adalah karena beban 

Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 

pada 2015 menyebutkan, sebesar 56,56 persen penduduk Indonesia atau 

150,18 juta jiwa terkonsentrasi di pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya, 

persentase penduduk Indonesia kurang dari 10 persen. Kecuali pulau 

Sumatera, yakni sebesar 22,1 persen atau 58,45 juta jiwa. Di Kalimantan, 

persentase penduduk Indonesia hanya 6,1 persen atau 16,23 juta jiwa. Di 

Sulawesi, persentase penduduk Indonesia sebesar 7,4 persen atau 19,56 juta 

jiwa. Lalu di Bali dan Nusa Tenggara, penduduknya sebanyak 14,90 juta jiwa 

atau 5,6 persennya penduduk Indonesia. Sementara di Maluku dan Papua 

memiliki persentase paling kecil, yakni 2,8 persen atau7,32 juta jiwa14. 

 
13 Bahan Ajar  Bidang Studi Kewaspadaan Nasional. 
 
14 https://money.kompas.com/read/2022/02/11/052456426/6-alasan-ibu-kota-negara-pindah-dari-jakarta-ke-
kalimantan-timur?page=all DIunduh pada 3 September 2022 pukul 17:30 

https://money.kompas.com/read/2022/02/11/052456426/6-alasan-ibu-kota-negara-pindah-dari-jakarta-ke-kalimantan-timur?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/02/11/052456426/6-alasan-ibu-kota-negara-pindah-dari-jakarta-ke-kalimantan-timur?page=all


                                                                                  
 

 
 

 

Alasan kedua dari pemindahan IKN adalah karena sangat 

mendominasinya kontribusi ekonomi pulau Jawa terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara pulau 

lainnya masih  jauh tertinggal. Karena itu, Presiden Jokowi ingin 

menghapuskan istilah "Jawasentris" sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain 

juga harus ditingkatkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, 

kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 59 persen. Sementara 

pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa sebesar 5,52 persen. Di Sumatera, 

kontribusi ekonominya sebesar 21,31 persen. Adapun di Kalimantan, kontribusi 

ekonominya sebesar 8,05 persen dengan pertumbuhan ekonomi 4,99 persen. 

Adapun di Sulawesi, kontribusinya 6,33 persen dengan perrumbuhan ekonomi 

6,65 persen. Lalu di Bali dan Nusa Tenggara, kontribusinya 3,06 persen 

dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 persen. Kemudian di Maluku dan 

Papua, berkontribusi sebesar 2,24 persen dengan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 7,40 persen. 

 

Alasan ketiga adalah ketersediaan air bersih. Berdasarkan data 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016, Jawa 

dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah. Kondisi paling buruk berada di 

daerah Jabodetabek dan Jawa Timur. Hanya sebagian kecil di pulau Jawa 

yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat, yakni di 

wilayah Gunung Salak hingga Ujung Kulon.  

 

 Alasan Ke empat. Konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Dalam 

beberapa dasawarsa terakhir, Pulau Jawa mengalami konversi lahan terbesar 

di antara gugus pulau lainnya di Indonesia. Tren tersebut diperkirakan akan 

berlanjut hingga beberapa tahun ke depannya. Proporsi konsumsi lahan 

terbangun di pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari 

Kalimantan. Diprediksi, lahan terbangun di Jawa pada 2030 sebesar 42,79 

persen. Di Kalimantan, keterbangunan lahannya sebesar 9,29 persen pada 

2010. Proporsi lahan terbangun di Kalimantan diprediksi meningkat pada 2030 

menjadi 11,08 persen. 

 



                                                                                  
 

 
 

   Alasan ke lima adalah pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, 

dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan daerah Bogor, Depok, 

Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Pada tahun 2013, Jakarta 

menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia (UN, 2013). Lalu pada tahun 

2017 masuk peringkat ke-9 kota terpadat di dunia. Berdasarkan hasil sensus 

penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta di waktu malam 

mencapai 10,56 juta jiwa. Sedangkan di waktu siang mencapai 12 juta jiwa. 1,5 

jutanya berasal dari wilayah Bodetabek. Meningkatnya beban Jakarta 

berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian 

ekonomi. Hal itu seperti rawan banjir, tanah turun dan muka air laut naik, 

kualitas air sungai tercemar berat. Sekitar 50 persen wilayah Jakarta memiliki 

tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan (ideal kota besar minimum 50 

tahunan).  

Meski tidak memiliki gunung merapi, namun wilayah DKI Jakarta hanya 

berjarak 93,2 KM dari  gunung merapi Salak dan berjarak sekitar 94, 1 KM dari 

gunung Merapi Pangrango, keduanya terletak di sekitar Kabupaten Bogor dan 

Sukabumi, Jawa Barat.  Wilayah DKI DKI Jakarta, juga dekat dan hanya 

berjarak sekitar 158 KM dari  Kawasan gunung api  Krakatau yang terletak di 

Selat Sunda15.Ketiga gunung tersebut yang masih sangat aktif dan berpotensi 

meletus  sehingga terjadi gempa bumi-tsunami, Megathrust Selatan, Jawa 

Barat dan Selat Sunda serta  gempa darat Sesar Baribis, Sesar Lembang, dan 

Sesar Cimandiri.  Selain itu, tanah di wilayah DKI Jakarta juga terus mengalami 

penurunan hingga mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun 2007-201716.   

Diperkirakan dalam jangka waktu puluhan tahun ke depan, akan tenggelam. 

Kondisi inilah yang menjadi alasan ke enam, mengapa pemerintah merasa 

perlu memindahkan IKN dari Wilayah DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, yang 

tidak memiliki Gunung Merapi serta aman dari gempa tektonik maupun 

vulkanik. 

Sementara, berdasarkan UU No 03 tahun 2022 Bab I Pasal 2 UU No. 03 

tahun 2022 disebutkan, Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia 

 
15 https://www.google.com/search?q=jarak+gunung+merapi+gunung+kraktau+ke+jakarta&client 
.  
 



                                                                                  
 

 
 

untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota 

berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; 

serta menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman 

bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Saat ini wilayah daratan DKI Jakarta   seluas 7.660 km², termasuk di 

dalamnya Kepulauan Seribu dengan luas daratan mencapai 662 km².  

Sementara lautan yang dimiliki Jakarta  seluas 6.998 km². Dengan Kondisi 

tanah yang terus mengalami penurunan dan luasnya yang terbatas  akan sulit 

menjadikan DKI Jakarta sebagai kota berkelanjutan di dunia. 

Sementara Ibu Kota Negara yang baru Nusantara, yang terletak di 

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertengara meliputi 

wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam 

ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang 

lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan 

hektare), dengan batas wilayah:  

a. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten 

Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, 

Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota 

Balikpapan;  

b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai 

Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;  

c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa 

Janan, dan Kecamatan Sanga- Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan  

d. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. 17 

Luas wilayah daratan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi:  

a. kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh 

enam ribu seratus delapan puluh hektare) 

 
17 Salinan UU No 3 Tahun 2022  halaman 9. DIunduh pada 6 September pukul  17:00 



                                                                                  
 

 
 

b.   kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 199.962   

(seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua 

hektare).Keduanya jauh lebih luas dibanding wilayah DKI Jakarta. 

Sesuai bunyi Bab IV Pasal 36, UU No. 3 tahun 2022 Otoritas Ibu Kota 

Nusantara mulai beroperasi paling lambat pada akhir tahun 2022. Sementara 

Pembangunan fisiknya sudah mulai di bangun di pertengahan tahun 2022. 

Sedangkan proses kepindahannya terdiri dari 4 tahap. Tahap I diprediksikan 

berlangsung antara 2022-2024. Tahap kedua berlangsung antara tahun 2025-

2029. 

Sedangkan Tahap III berlangsung pada rentang waktu tahun  2030-2034. 

Tahap IV berlangsung pada periode 2035-2039 . Dan Tahap  terakhir atau 

tahap V berlangsung antara  tahun 2040-2045. 

 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sampai akhir 2021 ada 937,23 

ribu orang PNS yang bekerja di pemerintahan pusat. Rinciannya, sebanyak 

936,03 ribu PNS bekerja di instansi pemerintah pusat, kemudian ada 233 PNS 

pusat yang diperbantukan pada instansi lain, serta 1.028 PNS pusat yang 

dipekerjakan ke instansi lain. Ada pula PNS pusat yang diperbantukan pada 

BUMN atau badan pemerintah lainnya, serta 32 PNS pusat yang dipekerjakan 

pada BUMN atau badan pemerintah lainnya. Secara keseluruhan, porsi PNS 

pusat mencapai 23,46% dari total PNS di seluruh Indonesia yang jumlahnya 

sekitar 3,99 juta jiwa.18  

 

Dari jumlah PNS maupun ASN  tersebut, untuk tahap awal, PNS maupun 

ASN yang akan bertiugas  di IKN Nusantara, menurut keterangan resmi kantor 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) 

yang akan dipindahkan berjumlah sekitar 118 ribu sampai 180 ribu orang19. 

 

 
18 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/mau-diboyong-ke-ikn-baru-berapa-jumlah-pns-
pemerintah-pusat. Dilihat pada 6 September 2022. Pukul 14:15 
19 19 www.cnbcindonesia.com/news/20220226085227-4-318605/perhatian-180000-asn-akan-pindah-ke-ikn-
nusantara 
 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/mau-diboyong-ke-ikn-baru-berapa-jumlah-pns-pemerintah-pusat
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/mau-diboyong-ke-ikn-baru-berapa-jumlah-pns-pemerintah-pusat


                                                                                  
 

 
 

TNI akan menjadi unsur negara yang paling awal pindah ke IKN Nusantara. 

Mengutip data Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN/ Bappenas)  sementara, 

jumlah anggota TNI dan Polri yang akan dipindahkan pada tahap awal 

mencapai 5.716 personel termasuk Paspampres, BIN dan jajaran lainnya 

Sementara menurut Panglima TNI Jenderal TNI Andika Prakarsa, Seiring 

dengan rencana pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan 

Timur pihaknya akan menambah hingga 50 ribu personel baru dari tiga matra, 

yakni Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut20 

 

Wilayah IKN baru, Nusantara,  berada di Kabupaten Penajam Paser Utara 

dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Posisi Ibu Kota 

Nusantara secara geografis terletak pada: Bagian Utara pada 117" O' 3L.292" 

Bujur Timur dan O' 38'44.912" Lintang Selatan; Bagian Selatan pada 1L7" lL' 

51.903" Bujur Timur dan 1" 15'25.260" Lintang Selatan; Bagian Barat pada 116' 

31' 37.728" Bujur Timur dan O' 59'22.51O" Lintang Selatan; dan  Bagian Timur 

pada ll7" L8'2a.O84" Bujur Timur dan l' 6' 42.398' Lintang Selatan.  

 

Sebelah selatan IKN Nusantara berbatasan dengan Kecamatan Penajam 

Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan 

Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota 

Balikpapan,  Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu 

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam 

Paser Utara, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, 

Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga- Sanga Kabupaten Kutai 

Kartanegara; dan  Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. 21 

 

Pulau Kalimantan tempat dimana IKN Nusantara berada. memiliki 

berbagai keunikan, seperti satu-satunya pulau di dunia yang menjadi rumah 

bagi tiga negara sekaligus, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, 

 
20 https://kaltimtoday.co/50-ribu-personel-baru-tni-bakal-ditugaskan-di-ikn-nusantara/. DIunduh  pada  6 
September 2022 pukul 17:30 
21 Salinan UU No 3 Tahun 2022 halaman 9 

https://kaltimtoday.co/50-ribu-personel-baru-tni-bakal-ditugaskan-di-ikn-nusantara/


                                                                                  
 

 
 

serta menjadi salah satu awal mula peradaban di Indonesia dengan sejarah 

Kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia.Etnis masyarakat aslinya 

adalah etnis Dayak. 

Selain Malaysia dan Brunei Darusalam, di pulau Kalimantan saat ini berdiri 

4 Provinsi. Yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan 

dan Kalimantan Utara. Jika, Otoritas IKN Nusantara sudah beroperasi dan 

berjalan, otorita IKN setingkat Provinsi, meski Kepala dan wakil Kepala Otoritas 

IKN Nusantara diangkat langsung oleh Presiden. Dengan demikian kelak di 

Kalimantan akan dihuni 3 negara: Malaysia, Brunei Darusalam dan Indonesia/. 

Juga dihuni oleh 5 provinsi.  

Jumlah penduduk di Kalimantan Timur mencapai sebesar 3,6 juta jiwa 

diproyeksikan akan meningkat menjadi 5-7 juta jiwa di 2025, kemudian 8,7-9,7 

juta jiwa di 2035, dan mencapai 10-11 juta jiwa di 2045. Hal ini terjadi karena 

pemerintah tidak hanya mengembangkan wilayah IKN saja, tetapi juga wilayah 

sekitarnya. Menurut mantan Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, 70 

persen dari kawasan jantung Kalimantan seluas 22 juta hektare berada di 

wilayah Indonesia,  

"Heart of Borneo sangat kaya akan keanekaragaman hayati, 50 persen 
jenis flora dan fauna dunia bisa ditemukan di sana. Selain itu, 14 dari 20 
sungai besar di Kalimantan hulunya berada di wilayah the heart of Borneo. 
Apabila sungai itu rusak, selesai Kalimantan…”22 
 

Sedangkan Penajam Paser Utara adalah  salah satu Kabupaten yang  

berada di Pulau Kalimantan khususnya provinsi Kalimantan Timur, yang 

sebagian daerahnya bersama sebagian daerah atau wilayah Kutai Kertanegara 

akan dijadikan bakal lokasi IKN Nusantara. Penajam Paser Utara  memiliki 

wilayah seluas 3 333,06 km².  Penajam Paser Utara merupakan kabupaten  

terkecil keempat di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Bontang, Kota 

Samarinda,dan Kota Balikpapan. Secara astronomis, Penajam Paser Utara 

terletak antara116°19'30" dan116°56'35" bujur timur, dan antara 00°48'29" dan 

01°36'37" lintang selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten 

Penajam Paser Utara memiliki batas-batas sebagai berikut:Utara – Kabupaten 

 
22 https://ikn.go.id/storage/press-release/2019/14-siaran-pers-undang-tokoh-dan-masyarakat-dayak-
kementerian-ppn-bapp. Dounduh pada 10 September 2022 pukul 20:00 

https://ikn.go.id/storage/press-release/2019/14-siaran-pers-undang-tokoh-dan-masyarakat-dayak-kementerian-ppn-bapp
https://ikn.go.id/storage/press-release/2019/14-siaran-pers-undang-tokoh-dan-masyarakat-dayak-kementerian-ppn-bapp


                                                                                  
 

 
 

Kutai Kartanegara; Selatan–Kabupaten. Paser dan Selat Makasar; Barat – 

Kabupaten Paser Dan. Kabupaten  Kutai   Barat;Timur–KotaBalikpapan dan 

Selat Makassar. 

Suku Dayak Paser adalah suku bangsa yang tanah asal leluhurnya 

berada di sepanjang Tenggara pulau Kalimantan atau Borneo atau terletak di 

bagian Selatan dari provinsi Kalimantan Timur, Indonesia Orang Dayak Paser 

mendiami di beberapa kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Timur 

maupun provinsi Kalimantan Selatan yakni di Kabupaten Paser, Kabupaten 

Penajam Paser Utara  dan Kota Balik Papan Juga ada di Samboja yang kini 

masuk kabupaten Kutai Kartanegara, Bongan, Resak dan Pringtali.  Suku 

Paser sebagian besar beragama Islam berkisar 95 % dan sebagian beragama 

Kristen Hindu Kaharingan atau Iden. Suku bangsa Paser masih berkerabat 

dengan suku Dayak Benuaq, Dayak Tunjung, Dayak Bentian, Dayak Deah, 

Dayak Semihim, Dayak Maanyan, Dayak Teboyan dan Dayak Ot Danum]]. 

Suku bangsa Paser juga bagian dari suku Dayak hanya karena perbedaan 

keyakinan, administratif serta campur tangan Kolonial Hindia Belanda yang 

memisahkan rumpun ini dengan Suku bangsa dayak. Populasi suku bangsa 

Paser saat ini diperkirakan sebesar 150.000 jiwa.  

Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara 

 



                                                                                  
 

 
 

Sebagian besar suku bangsa Paser saat ini bermukim di sepanjang 

Tenggara pulau Kalimantan/Borneo dan terkonsentrasi di daerah pedalaman 

sepanjang Sungai Kendilo dan Sungai Telake serta di dataran gunung lumut 

serta pengunungan meratus namun yang berdomisili di pesisir juga banyak 

namun keberadaan mereka kalah banyak dengan populasi dari para pendatang 

yang mayoritas seperti suku Jawa, Bugis dan Banjar. Anak suku Paser yang 

hingga kini masih bertahan yakni:  

1) Suku Paser Luangan. Kini, orang Paser Luangan ini sebagian besar 

tidak mengakui diri mereka sebagai Suku bangsa Paser lagi namun 

mereka lebih senang di sebut dengan suku bangsa Dayak Lawangan 

karena mereka memang kini banyak berdomisili di daerah Kalimantan 

Tengah  

2) Suku Paser Telake. Suku Paser Telake terbagi lagi menjadi dua bagian 

yakni Suku Paser Nyawo yang dahulu memiliki tanah ulayat di 

sepanjang kiri ke hulu sungai Telake dan suku Paser Tikas yang dahulu 

tanah ulayatnya sepanjang kanan ke hulu Sungai Telake) Letak wilayah 

nya sekarang meliputi Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. 

3) Suku Paser Adang. Suku Paser Adang terbagi lagi menjadi Suku Paser 

Semunte dan Suku Paser Tajur) Wilayah Suku Paser Adang ini kini 

berada di Wilayah Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. 

4) Suku Paser Migi. Wilayahnya kini masuk Kecamatan Kuaro Kabupaten 

Paser. 

5) Paser Pematang. Wilayahnya kini masuk Kecamatan Paser Belengkong 

dan Kecamatan Muara Samu Kabuptaen Paser. 

6) Paser Leburan atau Paser Pembesi. Wilayahnya kini masuk Kecamatan 

Paser Belengkong. 

7) Paser Peteban atau Paser Keteban. Suku ini termasuk sebagai suku 

Paser yang memikiki karakter sangat Pemberani kini masuk wilayah 

Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser. 

8) Paser Pamukan. Kini wilayahnya masuk Kecamatan Pemukan Utara 

dan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, di provinsi Kalimantan 

Selatan. 



                                                                                  
 

 
 

9) Paser Bukit Bura Mato. Wilayahnya kini masuk Kecamatan Muara Samu 

serta di pegunungan Meratus, dan orang Paser Bukit ini sebagian besar 

tidak mengakui diri mereka sebagai Suku bangsa Paser lagi dan mereka 

banyak mengakui diri mereka sebagai suku bangsa Dayak Meratus. 

10) Paser Balik. Suku ini kini hampir punah, komunitasnya sangan minoritas 

dibandingkan subsuku Paser lainnya di tanah ulayat. Suku Paser Balik 

ini dahulu kala wilayahnya meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara, 

Kota Balikpapan, Samboja di Kabupaten Kutai Kartnegara serta di 

Pringtali,Resak,Bongan di Kabupaten Kutai Barat. 

Daerah lain yang sebagian daerahnya akan menjadi wilayah IKN 

Nusantara adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara  

merupakan sebuah Kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Timur, 

Indonesia. Ibu kota Kutai Kartanegara berada di kecamatan Tenggarong, yang 

berbatasan dengan Kota Samarinda. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki  

wilayah seluas 27.263,10 km² dan luas perairan sekitar 4.097 km² yang dibagi 

dalam 18 wilayah kecamatan dan 225 desa/kelurahan. Hasil sensus penduduk 

tahun 2010 yang. dilakukan oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk 

Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 626.286 jiwa. Namun  pada tahun 

2020 jumlah penduduknya bertambah menjadi 734.485 jiwa.  

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Karta Negara 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Balikpapan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jiwa
https://id.wikipedia.org/wiki/2020
https://id.wikipedia.org/wiki/Jiwa


                                                                                  
 

 
 

Sebagian dari wilayah kabupaten ini ditambah sebagian wilayah di  

Kabupaten Penajam Paser Utara akan dijadikan lokasi ibu kota baru Indonesia, 

yakni kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku di kabupaten Penajam 

Paser Utara.  

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kelanjutan dari Kabupaten Kutai. 

Sebelum terjadi pemekaran wilayah pada tahun 1999 Wilayah Kabupaten Kutai 

termasuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda sebelumnya merupakan 

wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai 

Kartanegara juga berlokasi di kawasan yang pernah menjadi wilayah 

kekuasaan kerajaan Hindu tertua dan pertama di Indonesia, yaitu kerajaan 

Kutai Martapura yang berdiri pada abad ke 4 Masehi. Pada tahun 1947, 

Kesultanan Kutai Kartanegara dengan status Daerah Swapraja Kutai masuk 

dalam Federasi Kalimantan Timur bersama 4 Kesultanan lainnya seperti 

Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Pasir. Daerah Swapraja Kutai 

diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah 

otonom/daerah istimewa setingkat Kabupaten berdasarkan UU Darurat No. 3 

Tahun 1953.  

Pada tahun 1959, status Daerah Istimewa Kutai yang dipimpin Sultan AM 

Parikest dihapus. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959, daerah ini dibagi 

menjadi 3 Daerah Tingkat II, yakni: Kota madya Balikpapan dengan ibu kota 

Balikpapan,  kota madya Samarinda dengan ibu kota Samarinda dan 

Kabupaten Kutai dengan ibu kota Tenggarong. 

Dengan berakhirnya Daerah Istimewa Kutai, maka berakhir pula 

kekuasaan Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Dalam Sidang Khusus 

DPRD Daerah Istimewa Kutai pada tanggal 21 Januari 1960, Sultan Kutai 

Kartanegara A.M. Parikesit secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Aji 

Raden Padmo selaku Bupati Kutai, Kapten Soedjono selaku Wali kota 

Samarinda dan A.R.S. Muhammad selaku Wali kota Balikpapan.  

Pada tahun 1999, wilayah Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi 4 daerah 

otonom berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999. Yakni :Kabupaten Kutai dengan 

ibu kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Barat dengan ibu kota Sendawar, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Kutai_Martapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Tingkat_II
https://id.wikipedia.org/wiki/Balikpapan
https://id.wikipedia.org/wiki/Samarinda
https://id.wikipedia.org/wiki/Samarinda
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenggarong
https://id.wikipedia.org/wiki/Aji_Raden_Padmo
https://id.wikipedia.org/wiki/Aji_Raden_Padmo
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapten_Soedjono&action=edit&redlink=1


                                                                                  
 

 
 

Kabupaten Kutai Timur dengan ibu kota Sangata dan Kta Bontang dengan ibu 

kota Bontang  

Untuk membedakan Kabupaten Kutai sebagai daerah hasil pemekaran, 

nama kabupaten ini akhirnya diganti menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara 

melalui Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2002 tentang "Perubahan Nama 

Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara". Sebutan Kabupaten 

Kutai Kartanegara ini merupakan usulan dari Presiden Republik Indonesia 

Abdurrahman Wahid ketika membuka Munas (Musyawarah Nasional)  I 

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kota 

Tenggarong Kalimantan Timur pada tahun 2000 lalu.23  

Penduduk yang bermukim di wilayah Kutai Kartanegara terdiri dari 

penduduk asli, seperti: Suku Dayak Kutai, Suku Dayak Benuaq, Suku Dayak 

Tunjung, Suku Dayak Bahau, Suku Dayak Modang, Suku Dayak Kenyah, Suku 

Dayak Punan dan Suku Dayak Kayan. Sementara penduduk pendatang 

adalah:Suku Banjar, Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Mandar, Suku Madura, 

Suku Buton dan Suku Timor 

Pola penyebaran penduduk beberapa leluhur mengikuti pola transportasi 

Penduduk yang berada di sekitar  Sungai Mahakam merupakan jalur arteri bagi 

transportasi lokal. Keadaan ini menyebabkan beberapa leluhur pemukiman 

penduduk terkonsentrasi di tepi Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya. 

Daerah-daerah yang lebih kurang jauh dari tepi sungai dimana belum terdapat 

prasarana jalan darat relatif kurang terisi dengan pemukiman penduduk. 

Beberapa leluhur penduduk Kutai Kartanegara tinggal di pedesaan, yakni 

mencapai 75,7%, sedangkan sejumlah 24,3% berada di daerah perkotaan. 

Sementara mata pencaharian penduduk beberapa leluhur di sektor pertanian 

38,25%, industri/kerajinan 18,37%, perdagangan 10,59 % dsb-nya 32,79%.24 

11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh 

 Untuk melihat apakah perpindahan IKN  dari wilayah Provinsi DKI Jakarta 

ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara  berpengaruh terhadap 

 
23 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kutai_Kartanegara 
24 https://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3073-2962/Kutai-Kartanegara_41535_p2k-unkris.html 

https://id.wikipedia.org/wiki/2002
https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Kutai_43247__eduNitas.html
https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Suku-Dayak-Benuaq_88538__eduNitas.html
https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Suku-Dayak-Tunjung_91135__eduNitas.html
https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Suku-Dayak-Tunjung_91135__eduNitas.html
https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Suku-Dayak-Bahau_91129__eduNitas.html
https://p2k.unkris.ac.id/id1/2-3073-2962/Suku-Dayak-Kenyah_91132_p2k-unkris.html
https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Punan_91076__eduNitas.html
https://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3073-2962/Suku-Dayak-Kayan_43219_p2k-unkris.html
https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Banjar_26206__eduNitas.html
https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Jawa_29897__eduNitas.html
https://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3073-2962/Suku-Bugis_43208_p2k-unkris.html
https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Suku-Mandar_43254__eduNitas.html
https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Suku-Madura_29898__eduNitas.html
https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Suku-Buton_43212__eduNitas.html
https://p2k.unkris.ac.id/id1/2-3073-2962/Sungai-Mahakam_29911_p2k-unkris.html
https://p2k.unkris.ac.id/id1/2-3073-2962/Sungai-Mahakam_29911_p2k-unkris.html


                                                                                  
 

 
 

integrasi sosial masyarakat yang tinggal di sana sehingga jika dibiarkan akan 

menimbulkan konflik sosial yang pada akhirnya menimbulkan disharmonisasi 

antara masyarakat pendatang dengan masyarakat yang sudah terlebih dahulu 

tinggal di dua kabupaten tersebut, perlu dilihat dari berbagai faktor yang turut 

mempengaruhinya. Salah satunya adalah pengaruh lingkungan strategis. 

Adapun lingkungan strategis yang dikaji dalam penelitian atau penulisan ini 

adalah: 

 

a. Pengaruh Regional 

Sebagaimana disampaikan dalam bagian dan halaman sebelumnya, 

Pulau Kalimantan adalah satu satunya pulau di Indonesia yang 

berbatasan langsung dengan dua negara, Malaysia dan Brunei 

Darusalam. Satu satunya pulau yang didiami tiga negara. Dua negara 

sahabat yang sama sama anggota perkumpulan organisasi negara 

negara Asia Tenggara (ASEAN) ini menggunakan Bahasa Melayu yang 

mudah dimengerti oleh masyarakat Kalimantan termasuk daerah lainnya 

di Indonesia. Keberadaan dua negara dari ras Melayu ini memiliki efek 

bagi proses dan kepindahan IKN Nusantara, baik saat ini maupun di masa 

yang akan datang termasuk adanya pengaruh poistip maupun negatif 

bagi interaski sosial dan harmonisasi antara masyarakat pendatang 

dengan masyarakat yang sudah lebih dahulu menetap dan tinggal di 

wilayah Kalimantan khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan 

Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

b. Pengaruh Nasional 

Pengaruh lingkungan strategis nasional berdampak pada kondisi 

kewaspadaan dan   ketahanan nasional serta  proses kepindahan IKN 

dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Penajam Paser 

Utara dan dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Pengaruh lingkungan 

strategis nasional terkait dengan Trigatra, meliputi demografi, geografi 

dan sumber kekayaan alam serta Panca Gatra meliputi kondisi politik 

ekonomi sosial budaya nasional serta kondisi regional dan global yang 

berdampak terhadap segala aspek  kehidupan masyarakat berpengaruh  

besar bagi pemerintah dalam menentukan keputusan kepindahan IKN 



                                                                                  
 

 
 

sekaligus juga menentukan bakal lokasi IKN yang baru. Berkembangnya 

berita hoax, adanya penolakan dari berbagai kelompok masyarakat 

terhadap keputusan pemerintah dan UU No. 3 tahun 2022 tentang 

pemindahan IKN ke Kalimantan, adanya pendemic Covid 19 dan muncul 

wabah Pendemic Covid 19 tingkat dunia yang juga merembet ke 

Indonesia, berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan 

negara, menimbulkan semakin tajamnya tingkat kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat serta penguasaan kekuatan ekonomi nasional 

oleh segelintir orang berpengaruh terhadap interaksi sosial hingga 

kemungkinan munculnya disharmonisasi antara masyarakat pendatang 

dan masyarakat lokal yang mendiami suatu daerah termasuk di IKN 

Nusantara nanti. 

 

 

 

***



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

12. Umum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 25 

UU NRI 1945  adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan 

wilayah dan batas-batas serta hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.  saat 

ini  penduduk Indonesia  sudah mencapai 275 .773,800 orang dari 1.340 suku bangsa,  

yang mendiami sebagian  dari 17.504 pulau yang dimilikinya.  Dari Jumlah suku 

bangsa tersebut, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yakni sebesar  41% dari 

jumlah penduduk Indonesia. Dari sudut agama,   sebagian besar atau sebesar 86,7% 

penduduk Indonesia beragama Islam, sebanyak  7,49%  beragama Kristen Protestan, 

dan sebanyak  3,09% dari total jumlah penduduk Indonesia beragama Kristen Katolik. 

Sementara yang beragama Hindu  sebanyak 1,74% sedangkan yang beragama 

Budha 0,77%.   Sebanyak  0,03% menganut agama/kepercayaan Konghucu. 

Sedangkan penduduk yang menganut agama/kepercayaan lainnya sebanyak 0,04%  

dari total keseluruhan Penduduk Indonesia25.  

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Pasal 36 C menyebutkan, bahasa negara 

adalah bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia yang besar memiliki berbagai macam 

bahasa daerah. Namun   dalam pergaulan antar suku dipersatukan oleh bahasa 

nasionalnya, Bahasa Indonesia. Di forum forum resmi baik tingkat nasional maupun 

internasional, diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia26. Namun demikian, 

Indonesia memiliki, 652 bahasa daerah yang berbeda yang tersebar di seluruh 

wilayah Nusantara dan diucapkan oleh berbagai suku bangsa,  tetap dihormati dan 

dilindungi oleh negara sebagaimana tertera dalam Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945.  

“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya 

nasional” 

Kondisi ini di satu sisi merupakan kekayaan dan asset bangsa yang utama, 

yang bila dikelola dengan baik dan adil, akan membawa kemanfaatan dan kemajuan 

 
25 https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html. Diunduh pada 10 
September Pukul 20:00 WIB 
26 Pasal 33 UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera dan Bahasa 

https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html


                                                                                  
 

 
 

bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Namun di sisi lain, banyaknya suku bangsa dengan 

adat istiadat dan bahasa daerah  yang berbeda-beda ditambah perbedaan tingkat 

pendidikan dan status sosial ekonomi, jika tidak dapat dikelola dengan baik akan 

mudah menimbulkan konflik sosial di kalangan masyarakat yang jika dibiarkan akan 

membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.  Apalagi data di Kementerian Sosial 

Republik Indonesia (Kemensos RI) , sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal 

Perlindungan dan Jaminan Sosial  Kemensos RI, Pepen Nazaruddin, sebanyak 3.150 

desa atau 3,75% dari total 84.000 desa di seluruh Indonesia rawan konflik sosial 

sekaligus  menjadi ajang perkelahian massal. Selama tahun 2018-2019 telah terjadi 

71 peristiwa konflik sosial di berbagai provinsi27.  Sementara jumlah korban jiwa akibat 

konflik sosial selama periode 2018-2020 mencapai  1.536 jiwa28. 

 

 Keputusan pemerintah memindahkan IKN dari wilayah DKI Jakarta ke IKN 

Nusantara yang berlokasi di dua Kabupaten yakni Penajam Paser Utara dan Kutai 

Kartanegara, Kalimantan Timur  diikuti kepindahan setidaknya 230 000 orang yang 

berprofesi sebagai ASN/PNS dan anggota TNI/Polri untuk mengamankan, menjaga,  

mendukung kepindahan serta operasionalisasi pemerintah Pusat di IKN Nusantara 

 
27 https://mediaindonesia.com/humaniora/365709/kemensos-3150-desa-di-indonesia-rawan-

konflik-sosial. Diunduh pada 12 September 2022 Pukul 20:17 
28 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/20/jumlah-kematian-akibat-konflik-di-indonesia-
terendah-pada-2020. Diunduh pada 13 September 2022 

https://mediaindonesia.com/humaniora/365709/kemensos-3150-desa-di-indonesia-rawan-konflik-sosial
https://mediaindonesia.com/humaniora/365709/kemensos-3150-desa-di-indonesia-rawan-konflik-sosial
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/20/jumlah-kematian-akibat-konflik-di-indonesia-terendah-pada-2020
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/20/jumlah-kematian-akibat-konflik-di-indonesia-terendah-pada-2020


                                                                                  
 

 
 

yang memiliki perbedaan status sosial ekonomi,  budaya serta tingkat  kesejahteraan 

dengan sebagian masyarakat asli atau masyarakat yang sudah terlebih dahulu tinggal 

di dua Kabupaten tersebut, jika tidak diantisipasi dan tidak dikelola dengan baik, dapat 

menimbulkan konflik sosial sekaligus disharmonisasi antara masyarakat pendatang 

dengan masyarakat asli di sana. Jika dibiarkan akan dapat mengganggu persatuan 

dan  kesatuan bangsa juga ketahanan nasional.  

 

Berkaitan dengan itulah, pada Bab III Kajian ini akan dibahas dan dikaji apakah  

kepindahan atau kedatangan sebanyak 230.000 ASN/ PNS, TNI/Polri serta tenaga 

professional lainnya pada periode 2023-2024  hingga mencapai1,9 juta - 2,9 juta pada 

akhir tahun 2045 ke IKN Nusantara, akan menimbulkan konflik sosial antara  warga 

pendatang dengan warga Asli di sekitar IKN Nusantara atau warga yang telah 

menetap terlebih dahulu di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan 

TImur terjadi konflik sosial atau tidak. 

 

Pada Bab III  juga akan dibahas, Jenis-jenis konflik sosial  apa saja yang 

pernah  terjadi di wilayah Kalimantan pada umumnya dan Penajam Paser Utara serta  

Kutai Kertanegara pada khususnya sebagai bentuk kewaspadaan nasional (Padnas)  

agar konflik yang serupa tidak terjadi di masa depan, terutama saat IKN sudah benar 

sudah benar benar pindah dan beroperasi/ berfungsi. 

 

Sebagai sumbangan hasil kajian kepada pemerintah pusat, Otoritas IKN 

Nusantara dan pemerintah Kalimantan Timur,  dalam Bab III ini  akan dibahas program 

program integrasi sosial apa saja yang diperlukan,  agar masyarakat pendatang 

dengan warga Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara 

pada khususnya dan anggota masyarakat lain di Kalimantan Timur pada umumnya, 

dapat terus bersatu sebagai sesama anak bangsa Indonesia sehingga bisa terus 

menjalin Kerjasama baik untuk kemajuan IKN Nusantara, maupun untuk kemajuan 

bangsa Indonesia.  

 

13. Potensi-Potensi  Konflik Sosial Yang  ada di IKN Nusantara. 

Ibu Kota Negara yang baru (IKN)  Nusantara, sudah diputuskan oleh Presiden 

Joko Widodo serta  diperkuat UU No. 3 Tahun 2022. Sebagaimana tertera dalam 

Pasal 6 UU yang sama, IKN terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan 



                                                                                  
 

 
 

Kabupaten Kutai Kartengara. Wilayah daratan IKN Nusantara  seluas kurang lebih 

256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan 

wilayah perairan laut nya memiliki luas sekitar 68.189 ha (enam puluh delapan ribu 

seratus delapan puluh sembilan hektare). Adapun batas-batas wilayahnya seperti 

berikut:  

a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten 

Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, 

Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota 

Balikpapan;  

b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai 

Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;  

c. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa 

Janan, dan Kecamatan Sanga- Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan  

d. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. 29 

 

Dari luas wilayah daratan yang diperuntukan bagi IKN Nusantara meliputi:  

a. kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh 

enam ribu seratus delapan puluh hektar) 

b. kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 199.962 

ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua 

hektare).Keduanya jauh lebih luas dibanding wilayah DKI Jakarta. 

 

Sebagian wilayah IKN Nusantara berada di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Kabupaten ini merupakan salah satu  Kabupaten terkecil sekaligus termuda di 

Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini baru terbentuk tahun 2002 lalu30. Luasnya  

sekitar 3.333,06 KM2. Mayoritas warga Kabupaten ini adalah Suku Dayak Paser. 

Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara sekitar 150.000 jiwa.  95 % dari 

jumlah penduduk tersebut beragama Islam.   

Sebagian lagi wilayah IKN Nusantara berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Daerah ini memiliki wilayah seluas  kuran lebih 27.263,10 KM persegi. Penduduk di 

 
29 Salinan UU No 3 Tahun 2022 halaman 9 
30 https://kaltim.prokal.co/read/news/365424-bakal-banyak-pendatang-di-ikn-konflik-ini-yang-paling-
dikhawatirkan 



                                                                                  
 

 
 

Kabupaten ini  berjumlah 734.485 jiwa, terdiri dari antara lain suku  Dayak Kutai, Suku 

Dayak Benung, Suku Dayak Tunjung,  Suku Dayang Mojang, Suku Dayak Kenyah, 

Suku Dayak Punan, SUku Dayak Kajan,  Suku Banjar, Suku Jawa, Suku Bugis, Suku 

Mandar, Suku madura, Suku Buton dan Suku Timor.  

Sebanyak 75,7 % penduduk di dua kabupaten ini tinggal di wilayah pedesaan 

( 75,7%) sisanya sebesar 24,3 persen tinggal di wilayah perkotaan. Sementara mata 

pencaharian masyarakat dari dua kabupaten ini sebanyak 38,25 % di sektor 

pertanian, industri kerajinan daerah sebanyak 18,37 persen, di bidang perdagangan 

10,59 % dan bekerja di sektor lain sebanyak 32,79 persen. 

 

Meskipun di wilayah Kalimantan Timur pada umumnya dan Kabupaten 

Penajam Paser Utara serta Kabupaten Kutai Kertanegara  penduduknya terdiri dari 

berbagai macam suku dan agama serta aliran kepercayaan, pada dasarnya mereka  

dapat hidup berdampingan sebagai sesama warga dari daerah dimana mereka saat 

ini tinggal. Hal ini karena baik masyarakat Penajam Paser Utara maupun Kutai 

Kartanegara terbiasa dengan keberagaman dan masyarakatnya majemuk. Apalagi, 

Kabupaten Penajam Paser Utara beberapa puluh tahun yang lalu merupakan  daerah 

transmigrasi, sehingga berkumpul banyak suku, baik dari Jawa, Bugis, disamping 

suku asli dari Kalimantan sendiri. Selain itu Penajam Paser Utara sendiri sebelumnya 

adalah bagian dari Kabupaten Kutai Kertanegara. 

 

Namun demikian, bukan berarti di kedua kabupaten yang sebagian wilayahnya 

akan menjadi wilayah IKN Nusantara, tidak pernah terjadi konflik sosial. Sebagaimana 

daerah lain, daerah  sekitar IKN Nusantara juga pernah  terjadi beberapa konflik 

sosial. Terakhir konflik sosial terjadi pada 11 Oktober tahun 2019, yang menyebabkan 

lebih dari 1000 rumah warga nelayan terutama dari etnis Bugis Sulawesi Selatan  

dibakar massa, dan sebagian sarana pelabuhan kapal penyeberangan yang 

menghubungan Penajam Paser Utara dengan Balikpapan, rusak berat. 

Dari hasil penelusuran dan kajian penulis, selama ini tidak pernah terjadi konflik 

yang disebabkan oleh kebencian karena perbedaan suku atau etnis tertentu maupun 

karena kebencian pada satu agama atau kepercayaan tertentu. Konflik tersebut lebih 

karena disebabkan oleh faktor ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Jusuf 

Kalla. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ini menyatakan, sebagian besar 



                                                                                  
 

 
 

konflik sosial terjadi di Indonesia, disebabkan oleh ketidak adilan,  baik ketidak adilan 

ekonomi, ketidak adilan politik maupun ketidak adilan sosial31. Bukan oleh perbedaan 

atau karena masalah agama. Agama bukanlah pemicu utama, tetapi dijadikan faktor 

yang seringkali diseret-seret untuk membenturkan kepentingan kelompok tertentu.  

Demikian halnya dengan kerusuhan atau konflik sosial yang terjadi di Penajam 

Paser Utara pada 11 Oktober 2019 lalu. Kasus ini bukan disebabkan oleh konflik antar 

suku atau antar agama. Konflik ini disebabkan sekelompok orang dari suku Dayak 

yang menuntut keadilan dari aparat penegak hukum, akibat salah seorang dari 

anggota masyarakat mereka dibunuh oleh kawan sekolahnya yang kebetulan berasal 

dari suku lain. Peristiwa tersebut persoalan pribadi. Murni kriminal. Jika pada akhirnya 

terjadi kerusuhan dan pembakaran atas rumah warga yang satu etnik dengan pelaku 

pembunuhan, karena kelompok masyarakat dari kubu korban pembunuhan, 

mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari aparat penegak hukum.  

Kepindahan IKN dari Jakarta ke IKN Nusantara di wilayah Penajam Paser 

Utara dan Kutai Kartanegara diikuti kepindahan sekitar 230.000 hingga 2,9 juta 

penduduk, tidak tertutup kemungkinan akan adanya/memancing terjadinya konflik 

sosial yang dapat  menjadi penyebab disharmonisasi antara warga pendatang dengan 

warga asli Kabupaten  Penajam Paser Utara dan warga Kabupaten Kutai 

Kertanegara.  

Dari hasil penelusuran penulis, potensi potensi konflik yang akan terjadi di 

kemudian hari di wilayah IKN disebabkan oleh beberapa hal. 1 (Satu),  faktor sengketa 

lahan yang belum tuntas diselesaikan antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 

Pemerintah Pusat dengan masyarakat setempat. Menurut lembaga sosial 

kemasyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),  wilayah darat IKN 

Nusantara yang mencapai 256.142 hektare (ha) berada di Kabupaten Penajam Paser 

Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur dengan kawasan 

inti yang ada di Kecamatan Sepaku seluas 6.671 (ha) masih memiliki status Kawasan 

 

31 https://nasional.okezone.com/read/2017/07/11/337/1733625/jk-dari-15-konflik-
sosial-10-disebabkan-ketidakadilan 

 



                                                                                  
 

 
 

Budidaya Kehutanan (KBK). Patok-patok wilayah IKN Nusantara menerobos tanah 

adat yang dikerjakan oleh para petani dari suku asli Penajem secara turun temurun.  

Menurut salah seorang warga di Penajam Paser Utara, sebut saja namanya 

Dian, sebagaimana dimuat media nasional Liputan 6, mengaku tanah yang saat ini 

sudah  dipatok oleh pemerintah pusat untuk dijadikan wilayah IKN,  seluas 4 hektar 

adalah milik orang tuanya. Di sekitarnya juga terdapat tanah milik saudara saudaranya 

yang diperoleh turun temurun. Lahan  itu berstatus "segel tanah" atau penguasaan 

lahan berdasarkan surat bermaterai yang diketahui oleh apartur desa. Dia 

menyampaikan, jika lahan itu diambil untuk dijadikan wilayah IKN, maka dia dan 

keluarganya akan kehilangan mata pencarian. Karena itu dia meminta agar lahannya 

jangan dirambah atau dikuasai oleh negara lagi32 

 

Pendapat senada disampaikan salah seorang kepala suku adat Paser Balik, 

Penajam Paser Utara, Sabukhin dan Kepala Advokasi Kebijakan Konsorsium 

Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian. Menurut Roni, klaim pemerintah bahwa 

tanah atau lahan yang digunakan untuk lokasi IKN Nusantara adalah lahan kosong 

atau lahan milik negara adalah tidak benar. Hasil temuan KPA, lahan tersebut sudah 

lama dikuasai dan menjadi garapan para petani dan masyarakat adat. 

Menurut teori konflik modern, munculnya konflik di tengah masyarakat karena 

adanya pertentangan kelas, antara masyarakat yang memiliki sumberdaya ekonomi 

serta kekuasaan politik dengan masyarakat yang tidak memiliki sumberdaya ekonomi 

/ harta dan kekuasaan (miskin).. Mereka berkonflik karena  ingin ada perubahan. 

Perubahan dari masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan dan  harta, alias miskin, 

berubah menjadi masyarakat yang sejahtera. Nasib mereka akan berubah sebagai 

akibat adanya konflik sosial. Jika mereka diam saja, maka tidak ada perubahan 

terhadap nasib mereka. Perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik 

dalam masyarakat, yakni terjadinya pertentangan antara kelas kelompok penguasa 

dan kelas kelompok tertindas. Oleh karena konflik sosial berlangsung secara terus 

menerus, maka akan terjadi perubahan. Perubahan nasib mereka. Sebaliknya jika 

 

32  https://www.liputan6.com/bisnis/read/4912349/bukan-tanah-milik-negara-lahan-ikn-

nusantara-simpan-sederet-konflik. Diundur pada 14 September 2022. Pukul 16:20 

 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4912349/bukan-tanah-milik-negara-lahan-ikn-nusantara-simpan-sederet-konflik
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4912349/bukan-tanah-milik-negara-lahan-ikn-nusantara-simpan-sederet-konflik


                                                                                  
 

 
 

mereka tidak berkonflik, maka tidak akan ada perubahan atas nasib dan masa depan 

mereka. 

 Faktor lain penyebab konflik  sosial di masyarakat, selain karena faktor ketidak 

adilan  antara lain: Perbedaan pendapat antar individu. Perbedaan pendapat dan 

perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan 

pendirian dan perasaan. Sehingga, hal ini lantas menjadi faktor penyebab konflik yang 

signifikan. Perbedaan kebudayaan, perbedaan kepribadian dari orang perorangan 

tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan 

serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi 

kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Perbedaan kepentingan antara 

individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik 

kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Perubahan sosial yang berlangsung 

dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda 

pendiriannya.  

 Pentingnya menegakkan keadailan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia,, 

ditekankan sekali oleh para pendiri bangsa sekaligus juga menjadi fondasi dan unsur 

penting dari dideklarasikannya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Hal ini dapat 

kita baca dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi 

 

 “…Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-undang Dasar Negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan 

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 

Ketuhanan Yang Mada Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan 

Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia .” Selain itu, UUD NRI 1945 pada bab XIV pasal 33 ayat (4) 

juga menyebutkan,  “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “. Keadilan Sosial penting 

ditegakkan untuk menghindari munculnya konflik sosial sekaligus menghindari 

terjadinya dishamonisasi di kalangan masyarakat. 

 



                                                                                  
 

 
 

Potensi ke 2  yang dapat menjadi pemicu Konflik sosial adalah adanya 

kesenjangan sosial. Kepindahan IKN dari Jakarta ke wilayah IKN Nusantra di 

Penajam Paser Utama dan Kutai Kartanegara berimplikasi adanya migrasi sekitar 1,5 

juta hingga 2,9  juta ASN/PNS, personnil TNI/Polri dan professional lainnya beserta 

keluarga  dari Jakarta atau  daerah lain ke IKN Nusantara hingga tahun 2045 

mendatang. Mereka yang akan pindah mayoritas berpendidikan S1 ke atas. 

Sementara  di daerah calon Ibu Kota Negara baru mayoritas penduduknya  masih 

lulusan SMA dan SMP. Hanya sebagian kecil yang berpendidikan sarjana.  Selain itu, 

masyarakat pendatang yang berprofesi sebagai ASN/PNS, anggota TNI dan Polri 

serta profesional lainnya, memiliki tingkat kesejahteraan  atau status sosial ekonomi 

yang lebih baik juga  jauh lebih terampil dan profesional di bidang urusan administrasi, 

keuangan,  pemerintahan dan bisnis. Perbedaan ini akan menimbulkan kesenjangan 

sosial antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli. Perbedaan ini 

mengharuskan masyarakat asli harus menyesuaikan atau beradaptasi 

menyamakannya dengan masyarakat pendatang. Bukan masyarakat pendatang yang 

menyamakan pendidikan dan kesejahteraannya yang sudah lebih baik dengan 

masyarakat asli yang masih banyak hidup dalam keadaan pra sejahtera..  

 

Kegagalan adaptasi dan kesenjangan sosial yang terjadi berimplikasi pada 

hubungan yang tidak harmonis dimana hubungan antar kelompok menjadi tegang dan 

berpotensi konflik. Hubungan yang tidak harmonis antara penduduk asli dengan 

penduduk pendatang terjadi karena adanya latar belakang yang berbeda. Perbedaan 

latar belakang tersebut dapat berpotensi memunculkan perbedaaan sikap dan 

pandangan yang berujung pada kurangnya menghargai satu sama lain. kehidupan 

sosial menghasilkan konflik yang berstruktur. Konflik selalu terjadi dalam suatu 

struktur atas sistem tertentu yang secara umum dapat dilihat dalam kalangan atas 

dengan kalangan bawah. Konflik ini terjadi karena kepentingan yang berbeda maka 

akan mudah dipahami bahwa konflik itu selalu ada di dalam masyarakat antara 

kalangan atas dan kalangan bawah tersebut (Wirawan, 2012) 

 

14. Jenis-jenis konflik sosial yang pernah  terjadi di sekitar IKN Nusantara. 

Sama halnya dengan masyarakat yang tinggal di daerah lainnya, masyarakat 

daerah asal calon IKN Nusantara, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara, dan 

Kabupaten Kutai Kartanegara maupun daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, 



                                                                                  
 

 
 

adalah masyarakat yang terbuka dan majemuk. Hal ini selain karena mereka juga 

senang bersahabat,  menjalin silaturahim dan terbuka, berdampingan bersama 

dengan suku suku lainnya  dari Indonesia, juga karena daerah mereka berdampingan 

langsung dengan beberapa kota besar dari Malaysia yang ada di pulau Kalimantan 

seperti Sabah dan Srawak serta  salah satu negeri paling kaya di dunia, yang menjadi 

salah satu lingkungan strategis mereka tingkat regional.  Sehingga bukan hanya 

dengan sesama suku dari Indonesia, mereka juga menghormati dan senang hidup 

dalam suasana damai dengan kelompok masyarakat dari bangsa lain seperti Malaysia 

dan Brunei Darusalam.  

 

Tentu saja ini modal yang sangat baik dalam menata kehidupan berbangsa dan 

bernegara sekaligus juga modal awal yang bagus untuk menjadi masyarakat Ibu Kota 

Negara Nusantara. Ibu Kota Negara Republik Indonesia, negeri yang melindungi 

ratusan bahkan ribuan suku bangsa. Karena itu tidak pernah ada konflik yang. 

didasarkan atas kebencian dari masyarakat asli di Penajem Paser Utara  dan Kutai 

Kertanegara baik yang berasal dari Suku Dayak Paser, Suku Dayak Kutai, Suku 

Dayak Tunjung, Suku Dayak, Suku Dayak Denyah, Suku Dayak Punan, Suku Dayak  

Kayan, Suku Bugis, Suku Mandar, Suku Jawa, Suku SUnda, Suku Buton, maupun 

Suku Timor kepada suku bangsa dan banga lainnya baik yang ada di Kalimangtan 

maupun bangsa lainnya. 

 

Demikian halnya dengan agama dan kepercayaan mereka. Apapun agama 

yang dianut masyarakat asli di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, belum 

pernah  ada konflik dan kebencian dengan satu agama apapun baik yang diakui oleh 

negara maupun yang tidak diakui. Sesama pemeluk agama, mereka saling 

menghormati dan bekerjasama. 

 

Namun demikian bukan berarti di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara 

serta daerah lainnya di Kalimantan tidak pernah terjadi konflik yang berlanjut menjadi 

konflik sosial hingga  merenggut korban harta maupun korban jiwa. Sejak pasca 

kemerdekaan atau tahun 1950  hingga saat ini, sudah terjadi beberapa konflik sosial. 

Antara lain :  

 



                                                                                  
 

 
 

Tahun 1950 Untuk pertama kalinya terjadi perkelahian massal antara 

pendatang Madura dan etnis Dayak pecah. Pertikaian ini melahirkan korban dalam 

jumlah besar. Tak diketahui persis penyebabnya. Tahun 1968: Terjadi peristiwa saling 

bunuh antara orang Madura dan Dayak. Penyebabnya, seorang Camat Sungaipinyuh, 

Kabupaten Pontianak, bernama Sani, dibunuh seorang petani Madura. Petani itu 

kecewa lantaran Sang Camat menolak melayani urusan pembuatan surat jual beli 

tanahnya. Si petani yang tak bisa menerima alasan yang. dikemukakan, langsung 

menikam Sani hinggatewas. Tahun 1967: Terjadi peristiwa perkelahian massal dan 

pengusiran terhadap orang Cina dilakukan warga Dayak. Sekitar 50 ribu orang Cina 

mengungsi ke Serawak. Konflik ini lebih disebabkan faktor politik, bukan konflik antar-

etnis. Orang Cina dituduh pemerintah Indonesia menjadi kaki tangan Pasukan Rakyat 

Kalimantan Utara yang dicap komunis33. 

 

Tahun 1976: Terjadi konflik sosial berupa kerusuhan besar-besaran yang 

kedua antara etnis Madura-Dayak di Sungaipinyuh. Kerusuhan ini dipicu pembunuhan 

Cangkeh, seorang petani Dayak, yang dilakukan beberapa orang Madura yang marah 

karena seorang pendatang Madura dihardik Cangkeh hanya gara-gara menyabit 

rumput dirumahnya. Tahun 1977: Kembali terjadi  Bentrokan. Kali ini di Singkawang, 

Kabupaten Sambas. Robert Lonjeng, seorang polisi dari suku Dayak dibantai seorang 

pemuda Madura. Si pemuda rupanya gelap mata setelah perang mulut dengan 

Robert, yang menegur si pemuda, marah karena sang adik perempuannya diajak 

pergi sampai larut malam. Robert tewas seketika oleh sabetan celurit si pemuda 

Madura yang memacari adiknya. Tahun 1979: Di Salamantan, masih termasuk 

Kabupaten Sambas, seorang petani Dayak  bernama Sidik tewas disabet celurit 

Asmadin asal Madura. Asmadin marah ketika dilarang menyabit rumput di rumah milik 

Sidik. Perkelahian massal, saling membunuh pun terjadi. Sebanyak 21 orang tewas 

dan 65 rumah musnah terbakar.  

 

Tahun 1983:  Kembali terjadi perkelahian antar-etnis Madura dan Dayak. 

Pemicunya, terbunuhnya Djaelani, seorang petani Dayak oleh petani Madura gara-

 
33 https://www.liputan6.com/news/read/9009/dendam-laten-di-bumi-borneo. Diunduh pada 

14 September 2022 pukul 16:00 

 
 

https://www.liputan6.com/news/read/9009/dendam-laten-di-bumi-borneo


                                                                                  
 

 
 

gara konflik tanah. Tahun 1993: Perkelahian antarpemuda di Pontianak 

mengakibatkan sejumlah korban jiwa. Kerugian juga jatuh akibat dibakarnya Gereja 

Maria Ratu Pecinta Damai dan Sekolah Kristen Abdi Agape oleh sekelompok orang 

karena dianggap sebagai tempat berkumpulnya orang Dayak. Tahun 1996-1997: 

Perkelahian kedelapan meledak di Sanggauledo, Sambas. Aksi anti-Madura ini 

berawal dari sebuah perkelahian antar pemuda dari dua suku yang berbeda. 

Sekelompok pemuda Madura menggoda pemudi-pemudi. Bakrie, anak pasangan 

Dayak dan Madura, tersinggung dan mencelurit Yokundus dan Takim, pemuda 

Dayak, sehingga masuk rumah sakit. Teman-teman Yokundus pun mengamuk dan 

menyerang daerah transmigrasi sosial Lembang dan Marabu. Maka, pemuda-pemuda 

yang marah itu pun membakar rumah-rumah yang dikosongkan. 

 

 Tahun 1999: Terjadi konflik sosial berupa pertikaian antara Madura, Melayu, 

Bugis, yang kemudian juga melibatkan Dayak, pecah di Sambas, Kalimantan Barat. 

Sebanyak 265 orang telah tewas (252 Madura, 12 Melayu,  dan seorang Dayak), 38 

luka berat, sembilan luka ringan. Harta yang musnah: lebih dari 2.330 rumah hangus 

terbakar dan 164 dirusak massa, empat mobil dibakar dan enam dirusak.  Kasus ini 

dimulai dari pembalasan kasus penyerangan ratusan orang Madura dari Desa 

Rambaian dan sekitarnya ke Desa Paritsetia, Kecamatan Jawai. Insiden ini 

menewaskan tiga orang dan tiga lainnya luka-luka berat di pihak suku Melayu. 

Anehnya, yang ditahan aparat keamanan justru seorang suku Melayu, bukan warga 

penyerang.  

 

Tahun 2001: Kembali Meletus Konflik sosial antara Madura dan Dayak di 

Sampit, Kalimantan Tengah. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (Komnas HAM), korban jatuh mencapai sekitar 400 jiwa. Menurut data 

kepolisian, 319 lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya dirusak. Ada beragam 

versi yang memicu kasus perseteruan antar-etnis kesepuluh ini. Tahun 2010. Terjadi 

Konflik sosial berupa kerusuhan yang kemudian dikenal sebagai kerusahan Tarakan. 

Yakni sebuah insiden keamanan yang melibatkan dua kelompok warga di Kota 

Tarakan yang dimulai pada tanggal  26 Septenber 2010 seorang pemuda bernama 

Abdul Rahmansyah terluka di telapak tangan.. Setelah itu, terjadilah perkelahian 

antara kelompok Abdullah dan penghuni rumah tersebut yang adalah warga suku 

Bugis Letta. Abdullah meninggal dengan kondisi kedua tangannya terpotong akibat 



                                                                                  
 

 
 

ditebas senjata tajam. Setelah itu terjadi aksi saling serang yang berakhir  dengan 

kasus pembakaran rumah warga Suku Bugis Letta. Tahun 2012 Konflik sosial berupa 

kerusuhan dan pembakaran AMPS (agen penyalur minyak solar) milik Suku Bugis  

oleh Masyarakat Dayak Kaltim34. Peristiwa ini berawal dari ketegangan yang terjadi 

antara oknum anggota suku Bugis dan Dayak. Peristiwa itu terjadi karena salah satu 

satu dari kedua oknum suku tersebut merasa terdzalimi. Anggota masyarakat Dayak 

yang hendak mengisi bensi di AMPS dilarang sementara anggota kelompok 

masyarakat Bugis diperbolehkan. Hal ini menimbulkan kemarahan karena adanya 

ketidak adilan. Peristiwa ini teradi Jum’at 23 November 2012 di kecamatan Barong 

Togkok, kabupaten Kutai Barat.   Dan terakhir di  tahun 2019 terjadi konflik berupa 

Kerusuhan di Penajam Paser Utara yang diipicu oleh kasus pengeroyokan yang 

disebabkan perkelahian tiga orang pemuda usia sekolah menengah yang berakhir 

dengan kematian pemuda yang dikeroyok. Seperti biasa, setelah kasus 

pengeroyokan berakhir dengan kasus pembakaran rumah milik warga etnis Bugis 

yang dilakukan oleh warga beretnis Dayak. 

 

Dari uraian kasus konflik sosial yang terjadi beberapa tahun lalu, yang paling 

sering terjadi adalah konflik antara masyarakat Dayak Kalimantan, dengan 

masyarakat  etnis Madura. Setelah itu konflik antara masyarakat etnis Dayak 

Kalimantan dengan masyarakat etnis Bugis. Dan antara masyarakat etnis Melayu 

dengan Masyarakat Madura. Namun pertikaian yang melibatkan dua atau tiga 

kelompok etnis tersebut tidak dilandasi kebencian dari etnis atau suku bangsa tertentu   

terhadap suku bangsa yang lainnya. Semua kasus bermula dari kasus tindak 

kejahatan pidana yang dilakukan oleh perorangan  dari etnis tertentu yang terlambat 

ditangani aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya melibatkan keluarga besar 

dan suku dari masing masing kelompok yang bertikai..  

 

 

34 https://www.liputan6.com/regional/read/4088167/kerusuhan-penajam-paser-utara-dipicu-

pengeroyokan-lantaran-hal-sepele Diunduh pada 15 September 2022. Pukul 21:13 

 

 

https://www.liputan6.com/regional/read/4088167/kerusuhan-penajam-paser-utara-dipicu-pengeroyokan-lantaran-hal-sepele
https://www.liputan6.com/regional/read/4088167/kerusuhan-penajam-paser-utara-dipicu-pengeroyokan-lantaran-hal-sepele


                                                                                  
 

 
 

Kasus tersebut menjadi besar dan merembet kepada anggota kelompok 

masyarakat lainnya, tidak terlepas dari kecemburuan sosial akibat adanya 

kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Selain itu juga 

karena dilandasi oleh kasus ketidak adilan. Seringkali pihak aparat penegak hukum, 

terlambat memproses pelaku tindak pidana yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. 

Akibat terlambatnya penanganan hukum, menjadikan korban dan keluarga korban 

tidak puas terhadap kebijakan maupun penanganan yang dilakukan oleh aparat 

penegakan hukum. Akhirnya korban dan keluarga korban mengambil tindakan hukum 

sendiri. 

 

Kasus kasus kerusuhan ataupun konflik sosial  yang terjadi beberapa tahun lalu 

tersebut, menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Pusat, Pihak Otorita IKN 

Nusantara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kabupaten 

Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara dalam mengelola dan 

menjaga IKN Nusantara kelak sekaligus sebagai pelajaran yang sangat berharaga 

bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan nasional (Padnas). Marak terjadinya 

konflik sosial harus menjadi manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab seluruh 

aparat dan anggota masyarakat dalam menjaga  keselamatan dan keutuhan bangsa/ 

NKRI. Oleh karena itu keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kukuh perlu 

didukung usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai 

implikasi dari situasi serta kondisi yang terjadi seperti kasus kasus konflik sosial  baik 

di Kaltim, di daerah Kawasan IKN maupun daerah lainnya. Sehingga kasus kasus 

yang sama tidak terjadi lagi di masa depan.  

 

 Selain itu yang dapat menjadi Padnas kita,  meski tidak ada kebencian terhadap 

suatu suku bangsa, bahasa, agama dan adat istiadatnya di Kalimantan, khususnya  di 

Kabupaten Penajam Paser Utara maupun Kabupaten Kutai Kertanegara, namun, ada 

faktor faktor lain yang dapat memantik suatu kasus kecil menjadi pemicu terjadi Konflik 

sosial dalam sekala besar yang melibatkan bahkan merugikan masyarakat luas. Bila 

Konflik sosial ini terjadi pada saat IKN Nusantara sudah benar benar menjalankan 

fungsinya sebagai Ibu Kota Negara dimana di dalamnya terdapat banyak kantor 

kedutaan besar negara negara sahabat, kantor perwakilan lembaga  dunia, termasuk 

banyaknya kantor perwakilan dan insan pers internasional yang bertugas di IKN, 

maka konflik sosial ini akan diekspose di jaringan media internasional sekaligus juga 



                                                                                  
 

 
 

menjadi bahan pembicaraan para diplomat yang bertugas di IKN Nusantara. Jika ini 

terjadi, selain mempermalukan wajah bangsa dan negara Indonesia di mata dunia, 

juga dapat  berimplikasi negatif bagi kepercayaan wisatawan maupun investor asing 

yang akan berkunjung dan menanamkan modalnya di dalam negeri. 

 

Di sisi lain, meski tampak di permukaan atau secara kasat mata interaksi sosial 

di Kalimantan termasuk di daerah bakal calon IKN tidak ada masalah, tampak rukun 

dan damai, namun pada kenyataannya tidak demikian. Hal ini terlihat bila ada suatu 

kasus pidana yang melibatkan dua etnis berbeda, seperti percikan api membakar 

semak belukar, konflik antar pribadi dapat merembet menjadi konflik antar etnis dari 

dua kelompok yang bertikai. 

 

Hal ini membuktikan, integrasi sosial di negara kita khususnya di Kalimantan 

belum berjalan sesuai harapan. Yang dimaksud integrasi nasional menurut teori 

integrasi nasional adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempersatukan segala 

perbedaan baik suku, agama, ras, bahasa, adat istiada  dalam suatu masyarakat dan 

menjadikan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan sebagai suatu kesatuan 

bangsa.  

Di satu sisi kita sudah memiliki  integrasi nasional yang kuat, karena dalam 

kehidupan sehari hari sudah tidak ada lagi yang mempermasalahkan dan 

membedakan suku agama, bahasa dan adat istiadat dalam suatu masyarakat. Namun 

begitu ada kasus pidana yang melibatkan dua kelompok dari etnik yang berbeda, dan 

aparat penegak hukum terlambat mengambil tindakan, para pelaku tindak pidana 

tersebut membalaskannya. Bukan hanya kepada pelaku tindak pidana itu melainkan 

kepada keanggota masyarakat yang tidak menahu dan tidak terlibat di dalamnyaa 

namun satu etnik dengan para pelaku tindak pidana aitu sendiri. Rasa satu bangsa, 

bangsa Indonesia nya menjadi lemah. 

 

Bila sebelum adanya pemindahan IKN Nusantara saja konflik sosial bisa dengan 

mudah terjadi  bagaimana kalau IKN Nusantara sudah pindah dan beroperasi di 

Kalimantan? Ini yang harus menjadi bahan kewaspadaan kita bersama. Mengingat 

saat pembangunan IKN Nusantara baru dimulai ternyata menurut beberapa LSM  

masih ada kasus permasalahan tanah yang dianggap milik masyarakat adat salah 

satu suku Dayak yang ada di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara oleh 



                                                                                  
 

 
 

diambil oleh negara tanpa ada ganti rugi untuk keperluan dan dijadikan wilayah IKN 

Nusantara. 

 Selain itu, adanya perbedaan status sosial ekonomi yang menonjol antara 

ASN/PNS, TNI/Polri dan professional lainnya yang datang dan menetap di wilayah 

IKN Nusantara karena tugas untuk membantu dan mendukung operasionalkan roda 

organisasi pemerintah pusat dan otoritas  IKN di IKN Nusantara,  dengan masyarakat 

asli di IKN Nusantara atau di wilayah asal calon IKN yakni kabupaten Penajam Paser 

Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, akan semakin mempermudah terciptanya 

konflik sosial antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli dan ini bisa 

semakin melebar. 

 

 Jika berbagai konflik sosial juga masih terjadi di IKN, dikhawatirkan hubungan 

baik atau interaksi sosial antara masyarakat pendatang yang sebagian besar 

berprofesi sebagai ASN/PNS, anggota TNI/Polri serta professional lainnya beserta 

para anggota keluarganya masing masing dengan masyarakat asli menjadi 

terganggu. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu. 

Perilaku individu yang satu memengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan 

individu yang lain, atau sebaliknya. Jika interaksi sosialnya buruk maka tidak tertutuo 

kemungkinan tercipta disharmonisasi sosial antara masyarakat pendatang dengan 

masyarakat asli. Hal ini selain mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa juga 

membahayakan ketahanan nasional. 

 

15. Program-program integrasi Sosial Yang Diperlukan 

Untuk mencegah munculnya disharmonisasi antara masyarakat pendatang 

dengan masyarakat asli di Kawasan IKN Nusantara, baik karena kasus tanah yang 

diklaim milik masyarakat adat yang belum diselesaikan pembelian/pembayarannya 

oleh pemerintah pusat, maupun  karena adanya kesenjangan sosial  yang dapat 

menimbulkan konflik sosial yang pada akhirnya akan mengganggu jalannya roda 

pemerintahan pusat maupun roda pemerintahan otoritas IKN Nusantara di IKN 

Nusantara.  

 

    Untuk itu kita perlu menerapkan teori Teori Struktural Fungsional. Yaitu sudut 

pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah organisme biologis yang 

memiliki struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan serta mempunyai 



                                                                                  
 

 
 

kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya agar masyarakat tetap hidup dan terus 

berlangsung secara baik. Salah seorang  penggagas teori ini Talcott Parsons 

berpandangan bahwa anggota masyarakat adalah individu. Setiap individu dapat 

melakukan tindakan yang bersifat voluntaristic.  Artinya setiap  individu  sebagai 

bagian dari suatu masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan atau mengambil 

tindakan sesuai dengan dorongan dan kemauan indidvidu tersebut namun  dengan 

tetap mengindahkan nilai, ide dan norma yang  disepakati sekaligus juga dipengaruhi 

kondisi atau lingkungan yang ada dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.   

 

 Demikian halnya dengan  IKN Nusantara. Orang-orang yang tinggal dan 

beraktifitas di IKN Nusantara kelak  baik masyarakat asli maupun pendatang harusnya 

bersatu  dalam wilayah IKN Nusantara. Mereka menjadi satu bagian dalam bentuk 

masyarakat IKN Nusantara. Sebagai masyarakat IKN,  mereka ibarat satu kesatuan 

tubuh atau organisme. Setiap anggota masyarakat IKN baik pendatang maupun 

masyarakat asli, memiliki kebebasan untuk melakukan atau mengambil tindakan 

apapun sesuai dengan dorongan dan keingian dari invidu itu sendiri. Namun setiap 

individu tersebut terikat dengan komitmen bersama yang disepakati oleh masyarakat 

IKN Nusantara baik peraturan tertulis seperti UU, Peraturan Presiden dan sejenisnya 

maupun Perda (peraturan daerah).  Satu sama lain harus saling menjaga dan 

mendukung kemajuan anggota masyarakatnya.  

 

 Jika pemerintah pusat, pihak otoritas IKN Nusantara, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kerta negara, bersama masyarakat 

Pendatang dan masyarakat asli menerapkan dan menghayati secara mendalam teori 

struktural fungsional, maka akan tercipta harmonisasi di IKN Nusantara. Konflik-

konflik sosial yang sebelumnya selalu berakhir dengan pembakaran pemukiman 

maupun asset-aset ekonomi milik etnis tertentu diyakini perlahan akan menghilang.  

 Agar semua pihak termasuk masyarakat asli di sekitar Kawasan IKN Nusantara 

dapat memahami, dan menerapkan teori struktural fungsional, diperlukan program- 

program integrasi sosial. Adapun program -program tersebut antara lain: 

 

a.     Program Pertukaran Budaya &  Orang Tua Asuh Bagi Pelajar & Mahasiswa  se 

Kalimantan. 



                                                                                  
 

 
 

Kegiatan yang melibatkan para orang tua dari keluarga yang mapan secara 

ekonomi yang tinggal di wilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi untuk menjadi 

orang tua asuh atau  house parent bagi ribuan pelajar SMP dan Mahasiswa yang 

kurang mampu namun memiliki semangat belajar, kemampuan akademis dan 

intelektual yang tinggi yang sangat baik dari daerah daerah dan sekolah sekolah 

yang ada di Penajam Paser Utara, di Kutai Kartanagara, dan daerah lain di 

Provinsi Kalimantan, untuk tinggal, sekolah dan  belajar kebudayaan masyarakat 

lokal dan nasional di kota kota di luar Kalimantan selama 6 bulan. Tujuan 

program ini adalah membantu pemerintah dan masyarakat IKN Nusantara, untuk 

mendidik anak anak sekolah di Kalimantan mengenal dan menyelami budaya 

dan karakter  masyarakat Indonesia lainnya sehingga pada akhirnya kelak 

mereka akan menjadi tokoh masyarakat atau daerah yang sudah tahu dan 

memahami budaya masyarakat Indonesia dari daerah lainnya, sehingga tidak 

lagi bersifat  Kalimantan sentris namun bisa berpikiran luas dan meresapi akan 

kebhinekaan Indonesia. Semakin banyak, putra putri Kalimantan  sejak usia 

sekolah menengah pertama dan perguruan tinggi yang dillibatkan dalam 

program sejenis ini akan semakin banyak putra putri Kalimantan yang berjiwa 

Pancasila dan meresapi serta mengimplementasikan Bhineka Tunggal Ika 

sehingga menghindari berbagai aksi kerusuhan dan tindak pidana lainnya 

 

c. Studi lintas Kampus Non Kalimantan  dan Magang di PerusahaanNasional 

Berkelas Internasional Yang ada di wilayah Jabodetabek. 

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan profesionalitas Generasi Muda 

masyarakat Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara serta  daerah lain di  

Kalimantan, dengan memberikan kesempatan kuliah di kampus perguruan tinggi 

selama satu semester yang ada di kota kota sebagaimana disebutkan dalam 

point 15.a di atas  dilanjutkan dengan magang di berbagai perusahaan 

terkemuka  nasional maupun internasional yang ada di Kota kota besar di tanah 

air  untuk  meningkatkan profesionalitas, keuletan, kejujuran, disiplin, dan sifat 

saling menghargai bagi para pemuda Kalimantan sehingga begitu lulus mereka 

menjadi tenaga kerja terampil, professional dan jujur. 

 

d. Meningkatkan ketrampilan dan profesionalitas calon tenaga kerja dari IKN 

Nusatara dan Kalimantan, dengan mengikut sertakannya dalam berbagai 



                                                                                  
 

 
 

pelatihan di berbagai balai latihan kerja (BLK)  yang ada di kota-Kota Besar di 

Indonesia. 

. 

e. Membangun dan membuka sekolah kejuruan dan Programn Vokasi di Bidang 

IT, Multimedia, komunikasi Disain Grapis,  Perhotelan serta bidang lain yang 

sedang dibutuhkan di IKN Nusantara dan Kalimantan.  

 

f. Merancang berbagai macam kegiatan yang melibatkan partisipasi antara warga 

pendatang dengan warga asli.Hal ini selaras dengan terori integrasi sosial yang 

disampaikan Emile Durkheim bahwa untuk bisa bersatu harus saling bergantung 

dan berinteraksi. 

 

g. Merespon berbagai kasus pelanggaran hukum dengan cepat melalui proses 

penegakan hukum yang adil dan transparan kepada siapa saja yang dianggap 

melanggar hukum, sehingga tumbuh rasa kepercayaan masyarakat kepada 

aparat penegak hukum dan tidak ada lagi kasus kasus pidana yang diselesaikan 

secara sendiri sendiri oleh kelompok masyarakat yang dapat berakhir dengan 

kasus pembakaran dan penjarahan 

 

h. Menggalakan Program Kepala Daerah di Kalimantan melaksanakan kegiatan 

yang dapat mewujudkan interaksi sosial antar warga antar suku untuk 

mendekatkan pemimpin kepada rakyatnya sekaligus juga meningkatkan trust 

rakyat kepada para pemimpinnya dan meningkatkan wawasan kebangsaan 

kebhinekaan di kalangan warga Kalimantan 

  

i. Pendataan yang lebih jelas dan teliti terhadap kasus-kasus penglaiman 

masyarakat adat atas tanah yang sekarang menjadi wilayah darat IKN 

Nusantara sehingga tidak ada lagi tanah masyarakat yang diambil negara tanpa 

ada proses pembayaran ganti untung kepada masyarakat pemilik ahli waris 

tanah tersebut.Atau. sebaliknya, tidak ada lagi warga yang mengaku atau 

mengklaim tanah yang menjadi wilayah IKN Nusantara, sebagai milik 

keluarganya. 

***



B A B  I V  

P E N U T U P 

 

16. Simpulan 

 Dari penjelasan dan Pembahasan beserta kerangka teoritis yang telah 

dikemukakan sebelumnya mengenai antisipasi disharmonisasi antara masyarakat asli 

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara dengan warga pendatang 

IKN Nusantara  Kalimantan Timur untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 

dapat disimpulkan bahwa : 

 

a. Kepindahan Ibu Kota Negara (IKN)  dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN Nusantara 

di wiilayah  sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian 

Kabupaten Kutai Kertanegara  yang diikuti oleh kepindahan sekitar 1.500.000 

– 2.900.000 ASN/PNS, anggota TNI/ Polri dan tenaga professional lain beserta 

keluarganya masing-masing secara bertahap dalam waktu 23 tahun berpotensi 

menimbulkan Konflik Sosial yang pada akhirnya dapat menimbulkan  

disharmonisasi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli. 

 

b. Konflik sosial yang selama ini terjadi  di sekitar wilayah IKN Nusantara hingga 

memakan korban harta dan  jiwa  lebih banyak disebabkan oleh tindakan 

kejahatan yang  dilakukan oleh anggota masyarakat dari suku suku tertentu, 

namun sering terlambat penanganan hukumnya oleh aparat penegak hukum 

berakibat menjadi kerusuhan antar etnis. Sementara konflik sosial yang dilatar 

belakangi oleh kebencian terhadap suatu etnik sangat jarang terjadi. 

Sementara konflik sosial yang dilatar belakangi oleh kebencian terhadap suatu 

agama ataupun aliran kepercayaan juga tidak pernah terjadi. 

 

c. Banyaknya potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah sekitar IKN Nusantara, 

jika dibiarkan terus menerus akan menciptakan disharmonisasi antara 

masyarakat pendatang dengan masyarakat asli penajam paser utara dan Kutai 

Kertanegara di kemudian hari. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan 

kesigapan dari para aparat penegak hukum, untuk segera menindak siapapun 

yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku apalagi sampai 

menggaggu ketertiban  umum, secara adil dan transfaran, untuk menghindari 



                                                                                  
 

 
 

munculnya konflik horizontal antar anggota masyarakat atau suku bangsa yang 

dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. 

 

17. Rekomendasi 

Pemindahan IKN dari wilayah DKI  Jakarta ke Penajam Paser Utara dan 

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang bertujuan mengurangi beban 

kepadatan penduduk di Pulau Jawa, pemerataan pertumbuhan ekonomi serta 

menjadikan Ibu Kota Negara sebagai Kota dunia untuk semua/ atau kota yang maju, 

modern (smart city)  dan berwawasan lingkungan  (green city) di tingkat dunia, 

sekaligus mencapai Visi Indonesia 2045, harus terus dilanjutkan dan mendapat 

dukungan seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, mengingat pemindahan IKN 

bukan hanya memindahkan bangunan fisik namun juga memindahkan jutaan manusia 

baik yang menyandang profesi sebagai ASN/PNS, anggota TNI/Polri dan profesi lain 

beserta anggota keluarganya ( masyarakat pendatang) ke daerah yang jumlah 

penduduknya masih sedikit (masyarakat asli) serta memiliki karakter, gaya 

hidup/budaya,  tingkat pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang berbeda 

dikhawatirkan di kemudian hari dapat menimbulkan friksi bahkan konflik sosial 

sehingga menciptakan disharmonisasi. Agar kekhawatiran tersebut tidak terwujud 

sekaligus untuk menciptakan harmonisasi antara masyarakat pendatang dan 

masyarakat asli sehingga roda pemerintahan dan roda pembangunan terus berjalan, 

penulis memberikan saran dan masukan yang dapat dijalankan oleh masing-masing 

instansi seperti berikut: 

 

a. Kementerian Agraria dan Tata  Ruang/ Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN) 

segera memeriksa secara detail dan hati hati status lahan yang dijadikan wilayah 

darat IKN Nusantara, apakah benar itu tanah negara sehingga negara berhak 

memiliki dan mengalihfungsikannya sebagai wilayah IKN atau lahan tersebut 

selama ini kepemilikannya sudah beralih fungsi dari anggota masyarakat atau 

masyarakakat adat, sehingga pengalihan  fungsi dan kepemilikan lahan menjadi 

wilayah darat IKN merugikan sekelompok masyarakat yang berpotensi menjadi 

sumber konflik sosial. Jangan sampai IKN berdiri di atas penderitaan sekelompok 

kecil masyarakat yang hak-haknya dirampas oleh negara maupun oleh oknum 

aparat negara. Sekiranya klaim berbagai anggota dan kelompok masyarakat 

benar adanya, bahwa sebagian   status tanah tersebut masih dimiliki oleh 



                                                                                  
 

 
 

masyarakat maka negara perlu segera membayar ganti  untungnya kepada 

anggota atau kelompok masyarakat pemilik hak atas tanah tersebut sehingga 

negara tidak mendjolimi wagranya sendiri. Namun demikian bila status tanahnya 

sudah jelas itu lahan negara,  maka Kementrian ATR/BPN harus segera 

mensosialisasikannya kepada masyarakat luas termasuk kepada berbagai 

kelompok masyarakat adat di Kalimantan, dan lembaga swadaya masyarakat 

yang selama ini membantu advokasi masyarakat adat, sehingga di kemudian 

hari tidak lagi ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengklaim sebagai 

pemilik salah satu bidang lahan yang sudah beralih fungsi menjadi wilayah 

daratan IKN. 

 

b. Lembaga penegak hukum khususnya Kepolisian Daerah  (Polda) di IKN 

Nusantara  dan Kalimantan untuk segera memproses setiap anggota 

masyarakat maupun kelompok masyarakat yang melakukan kejahatan/ tindak 

pidana termasuk yang berusaha memprovokasi berbagai macam kericuhan dan 

keributan yang berpotensi menjadi konflik sosial, secara adil dan transfaran 

tanpa pandang bulu, sehingga tercipta situasi kondusif di bidang keamanan  

sekaligus meningkatkan rasa kepercayaan dan hormat masyarakat kepada 

institusi Polri sebagai lembaga yang melindungi dan mengayomi masyarakat. 

 

c. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi bekerjasama dengan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dari berbagai provinsi, 

membuat dan mengimplementasikan program pertukaran budaya dan orang tua 

asuh  bagi anggota masyarakat Kalimantan  khususnya masyarakat usia sekolah 

menengah dan perguruan tinggi khususnya yang berasal dari sekitar wilayah IKN 

Nusantara  untuk tinggal dan belajar sekaligus mengenal dan memahami 

beragama budaya Indonesia, selama periode waktu tertentu di berbagai daerah 

di luar Kalimantan untuk meningkatkan wawasan akan kebhinekatunggal ikaan, 

persatuan Indonesia sekaligus juga meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia peserta sehingga kelak dapat menjadi tokoh masyarakat, agen 

perubahan yang dapat mencegah munculnya kecemburuan sosial, 

kesalahfahaman penafsiran terhadap suatu suku serta mencegah munculnya 

konflik sosial yang berbau SARA. 

 



                                                                                  
 

 
 

d. Pemerintah Otorita IKN Nusantara bekerjasama dengan Pemerintah Daerah di 

wilayah Kalimantan, perkumpulan/  berbagai kelompok masyarakat yang ada di 

IKN dan Kalimantan membuat berbagai program kebersamaan  yang melibatkan 

partisipasi aktif antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli Kalimantan 

Timur sehingga tercipta Kerjasama, persaudaraan dan rasa saling memiliki 

sesama anak bangsa. 

 

e. Kementrian Tenaga Kerja bekerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri,  

Kementrian Perindustrian dan KADIN (kamar dagang dan industri) membuat 

program pendidikan dan pelatihan (Diklat) kerja di berbagai Balai Latihan Kerja 

(BLK) yang ada di berbagai provinsi di luar Kalimantan untuk anggota 

masyarakat pencari kerja baik lulusan SMA/SMK ataupun sarjana baru lulus dari 

wilayah IKN dan Non IKN di Kalimantan dilanjutkan program magang/ 

mempraktekan hasil DIklat tersebut di berbagai perusahaan besar baik yang 

berstatus  badan usaha milik  negara (BUMN) perusahaan swasta nasional 

maupun perusahaan multi nasional. 

 

 

 

 

*** 
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LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL       Lampiran 2 

       REPUBLIK INDONESIA 
 

 

RIWAYAT HIDUP PESERTA PPRA LXIV 

 

B. Pendidikan Umum 

  1983    : SD Negeri 1 Tlajung Udik GN Putri  Kabupaten Bogor,  

1986    : SMP Negeri 1 Cileungsi Kabupaten Bogor  

1989    : SMA Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor 

1997    : Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia  

2014    : Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta 

2017     : Program Doktor Ilmu Administrasi Publik  

         Universitas Brawijaya (Sedang Menyelesaikan disertasi) 

C. Pengalaman Jabatan 

2018-2022.    : Sekretaris Komisi 1 DRD DKI Jakarta 

2015-saat ini  : Dosen tetap Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI 

2013-saat ini. : Komisaris PT INDONESIACHANNEL MEDIA. KU 

2018-2021     : Dosen Komunikasi Politeknik Keuangan Negara STAN 

2008-2014.    : Trainner Bidang Komunikasi & Humas Pusat Pendidikan dan  

                         Pelatihan (Pusdiklat) Badan Pemeriksa Keuangan RI 

2002-2012.    : Direktur PT MEGA MEDIA GLOBAL  

1995-2013.    : Dosen di Prodi Humas, Komunikasi FISIP UI 

1996–2008.   : Wartawan di Kompas Gramedia  

 

 



                                                                                  
 

 
 

D. Pengalaman Organisasi 

2021-2025  : Anggota Dewan Pakar, DPP Partai Keadilan Sejahtera 

2020-2025  : Ketua Bidang Advokasi & Sosialisasi Dewan Pimpinan Pusat 

      Himpunan Masyarakat Petani dan Nelayan Indonesia(Himtani) 

2021-2025  : Dewan Penasehat Ikatan Alumni SMP N 1 Cileungsi  

    (IKASTUSI) 

2019-2022  :  Anggota Dewan Penasihat Pengurus Pusat ILUNI UI 

                         (Ikatan Alumni Universitas Indonesia ) 

2019 –saat ini : Wakil Ketua Umum Forum Alumni Perguruan Tinggi  

    Indonesia  (FAPI) 

2019-saat ini   : Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) 

2017-saat ini.  : Sekretaris Jenderal SOLUSI UI 

2015-saat ini   : Anggota Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) 

2015 -saat ini. : Anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) 

2016-2019  :  Ketua Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia  

       ( ILUNI UI ) 

2014 -saat ini  : Deklarator & Pengurus FAMMI (Forum Akselerasi  

    Masyarakat  Madani Indonesia ) 

 2012-2015  :  Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni SMP N 1Cileungsi Bogor 

 1994-1995       : Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (SMUI) 

 1993-1994.      : Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI 

E. Data Keluarga 

Isteri    : Yesi Andriani Saad SE 

AnaK    :  Raissa Zhafira  Sulaeman 

       Kayyisah Zhufaira Sulaeman     

 

     Jakarta, 12 Oktober 2022 
 

                     

  
 

Dr ( C ) Eman Sulaeman Nasim S.Sos. MH. MIPR 
                            Sekretaris Komisi I Dewan Riset DKI Jakarta 
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